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ABSTRAK 
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Nurul Annisa Anastasya. 2024. Interoperabilitas E-government Dalam 

Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar (dibimbing oleh Nur Khaerah dan M. Amril Pratama). 

Berdasarkan temuan studi dengan menggunakan lima indikator Interoperabilitas E- 

government dalam efektivitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Makassar yaitu efektivitas e-government dalam pelayanan 

publik untuk mengetahui faktor pendukung dalam melakukan pelayanan publik 

berbasis e-govenment. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik 

deskriptif, yaitu menjelaskan temuan penelitian, menggalinya untuk menentukan 

maknanya, dan kemudian menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penelitian 

menggunakan anggota masyarakat dan pekerja kantoran sebagai informan kunci, 

memilih tiga (3) pegawai Dinas dan dua (2) informan tambahan berdasarkan 

pendekatan purposive sample. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Interoperabilitas e-government dalam efektivitas pelayanan publik di dinas 

kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar di lihat dari 5 (lima) indikator yaitu 

untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

Interoperabilitas e-government Dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. penelitian ini menunjukkan bahwa 

efektivitas sistem pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e- KTP) di 

tinjau dari kualitas sumber daya manusia dan fasilitas pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang di ukur menggunakan pendekatan proses 

yang dikemukakan Hernikawati dengan indikator Kebijakan, Kelembagaan, 

Infrastruktur, Aplikasi, Perencanaan. 

Kata Kunci: E-government, Efektivitas, Sistem Pelayanan. 
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Pantang dalam menyerah, pantang dalam berpatah arang. Tidak ada kata gagal 

untuk orang yang enggan berhasil. “Dan janganlah kamu berputus asa dari 

rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang 

orang yang kufur”. QS Yusuf: 87 

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah lelah itu. Lebarkan 

lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikam untuk menjadikan dirimu 

serupa yang kau impikan , mungkin tidak selalu lancar , tapi gelombang- 

gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan. 

Dan kupersembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya 

“ Kapan Skripsi mu selesai” 

Terlambat lulus atau tidak lulus tidak tepat waktu buukanlah sebuah kegagalan, 

bukan juga sebuah aib . alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang 

hanya dari siapa yang cepat lulus . bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah 

skripsi yang selesai? 

“karena mungkin ada suatu hal di balik terlambatnya mereka lulus dan 

percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah 

memberikan pelayanan publik. Kota Makassar sebagai salah satu pusat 

pemerintah di indonesia juga mengalami perubahan signifikan dalam hal ini, 

seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi, Makassar menjadi pusat 

kegiatan ekonomi, pendidikan, dan budaya. Perkembangan teknologi di Kota 

Makassar dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk sektor industri, 

komunikasi, transportasi, dan pelayanan publik. Perkembangan teknologi ini 

tidak hanya membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, tetapi juga mendorong pemerintah kota untuk mengadopsi solusi 

teknologi guna meningkatkan pelayanan publik. (TULAK, 2022) 

Interoperabilitas E-government saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan 

pokok dalam konteks pemerintahan elektronik di Indonesia. Interoperabilitas 

adalah suatu hal yang sangat penting karena memungkinkan berbagai layanan 

pemerintah yang terhubung ke dalam jaringan, yang lebih dikenal sebagai e- 

Service, untuk dapat berkomunikasi secara efisien satu sama lain. Kemampuan 

komunikasi yang efisien ini membawa manfaat signifikan bagi semua pihak, 

termasuk pemerintah dan masyarakat umum. 

Interoperabilitas dalam konteks pelayanan publik di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Makassar mencakup kemampuan sistem untuk saling 

berkomunikasi dan beroperasi secara bersamaan. Cirikhas interoperabilitas. 
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Interoperabilitas adalah kemampuan sistem atau komponen berbeda untuk 

saling bekerja sama dan menggunakan informasi yang sama dengan cara yang 

efektif. Ini penting karena yang pertama efisiensi Memungkinkan pertukaran 

data yang lancar antara sistem, mengurangi kebutuhan akan proses manual dan 

menghemat waktu dan biaya. Yang ke dua keterhubungan meningkatkan 

keterhubungan antara organisasi atau entitas yang berbeda, memungkinkan 

kolaborasi yang lebih baik dan pemakaian sumber daya yang lebih efektif. Yang 

ke tiga Ketergantungan Memungkinkan organisasi untuk tidak terlalu 

tergantung pada satu vendor atau teknologi tertentu, memberi fleksibilitas 

dalam memilih solusi terbaik untuk kebutuhan mereka. Yang keempat Inovasi 

Mendorong inovasi dengan memungkinkan integrasi mudah dengan teknologi 

baru atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang kelima Pelayanan Publik 

Memungkinkan penyedia layanan publik untuk memberikan layanan yang lebih 

baik dan terkoordinasi kepada masyarakat. Interoperabilitas yang baik dapat 

meningkatkan efisiensi, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, dan 

memfasilitasi inovasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, 

bisnis, dan lainnya. 

Alur pelaksanaan interoperabilitas dapat bervariasi tergantung pada 

konteksnya, tetapi umumnya melibatkan Langkah langkah yaitu Identifikasi 

Kebutuhan Menentukan tujuan dan kebutuhan interoperabilitas, termasuk 

sistem atau komponen yang perlu berkomunikasi dan jenis informasi yang perlu 

ditukar. Standar dan Protokol Memilih standar dan protokol yang sesuai untuk 

memastikan kompatibilitas dan konsistensi dalam pertukaran informasi. 
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Integrasi Merancang integrasi antara sistem atau komponen yang berbeda, 

termasuk spesifikasi antarmuka dan alur kerja yang diperlukan. Pengembangan 

Mengembangkan atau mengonfigurasi solusi interoperabilitas, termasuk 

pengujian untuk memastikan kinerja dan keamanan yang baik. Implementasi 

Menerapkan solusi interoperabilitas ke dalam lingkungan produksi, termasuk 

pelatihan pengguna dan pemeliharaan yang diperlukan. Pemantauan dan 

evaluasi memantau kinerja interoperabilitas dan mengidentifikasi area untuk 

perbaikan atau peningkatan. Perbaikan dan Peningkatan Melakukan perbaikan 

dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dan evaluasi untuk 

memastikan interoperabilitas yang optimal. Alur kerja ini dapat berulang dan 

terus berlanjut untuk memastikan interoperabilitas yang efektif dan efisien 

dalam jangka panjang. 

Terkait interoperabilitas mencakup prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang 

dianggap penting atau seharusnya dipatuhi dalam mengembangkan sistem yang 

dapat beroperasi secara bersamaan dengan sistem lain.  interoperabilitas yaitu 

keterbukaan sistem harus dirancang untuk menjadi terbuka dan dapat diakses 

oleh sistem lain dengan standar terbuka yang dapat diterima secara umum. 

Kompatibilitas Sistem harus kompatibel dengan sistem lain yang digunakan 

dalam lingkungan yang sama atau sejenis. Ketergantungan yang Rendah Sistem 

sebaiknya tidak terlalu tergantung pada teknologi atau vendor tertentu agar 

dapat berintegrasi dengan sistem lain dengan mudah. Keamanan Pertukaran 

informasi antara sistem harus dilindungi dengan keamanan yang memadai 

untuk melindungi data sensitif. Mematuhi 
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prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membantu mewujudkan interoperabilitas 

yang lebih baik antara sistem-sistem yang berbeda, sehingga meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kerja mereka. 

Terkait interoperabilitas mencakup gambaran tentang kondisi yang ideal 

untuk sistem atau komponen agar dapat beroperasi secara bersamaan dan saling 

berkomunikasi dengan baik. interoperabilitas yaitu Antarmuka Standar Sistem 

harus memiliki antarmuka standar yang diterima secara umum untuk 

memungkinkan pertukaran informasi dengan sistem lain. Protokol Komunikasi 

Sistem harus menggunakan protokol komunikasi yang dapat diterima oleh 

sistem lain untuk memastikan kompatibilitas. Format Data Bersama Sistem 

harus menggunakan format data yang dapat dipahami oleh sistem lain yang 

berpartisipasi dalam pertukaran data. Kesesuaian dengan Standar Sistem harus 

mematuhi standar yang berlaku dalam lingkup interoperabilitas yang 

diinginkan. ketersediaan layanan sistem harus menyediakan layanan yang 

diperlukan untuk berinteraksi dengan sistem lain secara efektif. Dengan 

pengembang dapat merancang sistem yang memenuhi persyaratan 

interoperabilitas yang diperlukan untuk berintegrasi dengan sistem lain dengan 

baik. 

Regulasi SPBE (Standar Pelayanan Kepada Publik Berbasis Elektronik) 

terkait kajian teori interoperabilitas mengacu pada standar dan prinsip-prinsip 

yang mengatur pertukaran informasi elektronik antara pemerintah dan publik, 

serta antara instansi pemerintah. Beberapa regulasi yang relevan untuk kajian 

teori interoperabilitas dalam konteks SPBE di Indonesia. Undang-Undang 
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Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

Mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik, termasuk standar dan 

keamanan informasi yang relevan untuk interoperabilitas. Keputusan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penerapan SPBE di 

Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Merupakan panduan bagi 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan SPBE yang 

mencakup prinsip interoperabilitas. Pedoman Pengembangan SPBE versi 2.0 

Dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB  Peraturan Mentri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi yang mencakup panduan 

teknis dan prinsip-prinsip dasar SPBE, termasuk interoperabilitas. Penerapan teori 

interoperabilitas dalam regulasi SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa sistem 

informasi yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat dapat saling 

berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif, sehingga meningkatkan efisiensi 

dan kualitas layanan publik. 

Dibanding dengan jaringan lain seperti sharing data di jaringan, adalah 

kemampuan berkomunikasi antar platform, standar data bersama, integrasi 

fungsional dan kemudahan perubahan peningkatan yang dirancang untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan dan peningkatan tanpa mengganggu 

operasional keseluruhan, Menggunakan interoperabilitas membantu mempercepat 

akses data, meminimalkan redundansi, dan meningkatkan efisiensi pelayanan 

publik dengan memungkinkan berbagai sistem berkomunikasi tanpa hambatan, 

meningkatkan koordinasi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, 

sementara sharing data hanya fokus pada akses dan pertukaran informasi. (Nurdin, 

2018). 
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Berbagai jenis aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah 

digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi berbagai aktivitas dalam 

pemerintahan. Faktanya, hampir seluruh tingkat pemerintahan, termasuk 

pemerintah daerah tingkat provinsi dan kota, telah mengembangkan dan 

menggunakan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang khusus 

dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kecenderungan serupa juga terlihat 

pada lembaga pemerintahan di tingkat pusat, seperti kementerian dan badan 

keamanan nasional, yang semakin giat dalam mengembangkan aplikasi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang 

menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Perkembangan 

globalisasi mengenai perkembangan teknologi informasi membawa seluruh 

instansi, lembaga, badan, dinas dan kantor pemerintahan menuju perubahan 

terhadap sikap mengenai cara memberikan pelayanan publik yang efektif dan 

efisien. Isu utama dalam pelayanan publik adalah tingkat kualitasnya. Kualitas 

pelayanan menjadi hal yang sangat penting dalam hubungan jangka panjang 

antara organisasi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama 

masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, organisasi publik 

dapat memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat merasa puas. (Rachman, 

2021). 

Dalam konteks pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (DUKCAPIL) kota Makassar menjadi sebuah konsep menarik yang juga 

mewakili penerapan Interoperabilitas E-government. Dalam hal ini Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan 

kerjasama antarlembaga pemerintah dalam menyediakan layanan publik terkait 

administrasi kependudukan. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) telah 

mengintegrasikan sistem dan layanan mereka dengan entitas pemerintah 

lainnya. Hal ini memungkinkan berbagai departemen dan instansi pemerintah 

untuk berbagi data dan informasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil (DUKCAPIL), meningkatkan kerjasama antarlembaga dalam 

menyediakan layanan kepada warga. Melalui interoperabilitas E-government, 

masyarakat di Makassar dapat mengakses layanan kependudukan secara lebih 

mudah dan efisien. Mereka dapat mengajukan permohonan, memperbarui data, 

dan mendapatkan informasi dengan cepat melalui platform online. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) berpotensi untuk 

menjadi titik sentral dalam penerapan interoperabilitas E-government di 

Makassar. Penerapan interoperabilitas E-government dalam Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) adalah langkah strategis 

untuk memastikan bahwa berbagai sistem informasi dan layanan yang ada di 

berbagai instansi pemerintah dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi 

secara efektif. 

Hal ini juga sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik 

dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.Selain itu, integrasi teknologi 

dalam layanan publik juga berkontribusi pada upaya meningkatkan transparansi 
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dan akuntabilitas dalam proses pelayanan kepada masyarakat.Namun, sebagian 

besar atau bahkan hampir semua aplikasi pemerintah tidak dapat berkomunikasi 

atau berbagi data dengan aplikasi lainnya. Terkadang, dua atau lebih lembaga, 

baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, membutuhkan akses ke data 

yang sama. 

Dalam upaya untuk mengembangkan E-government pemerintah 

mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- 

government yang mana E-government didefinisikan sebagai upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) 

elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public secara efektif 

dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem 

manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi informasi. (Heriyanto, 2022). 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) dari tahun ke tahun 

bahkan sebelum pandemi Covid sudah mulai mengembangkan aplikasi-aplikasi 

berbasis elektronik E-government dan tujuan dari aplikasi tersebut yaitu 

melahirkan efektivitas pelayanan publik .Sehingga berdasarkan latar belakang 

di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait bagaimana 

interoperabilitas E-government terhadap tingkat kesuksesan efektivitas 

pelayanan publik dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(DUKCAPIL) di kota Makassar melalui judul  
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” Interoperabilitas E-government Dalam Efektivitas Pelayanan Publik Di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota 

Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Melihat latar belakang tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Interoperabilitas E-government terhadap Efektivitas Pelayanan 

Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar? 

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Interoperabilitas E-government 

terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui Interoperabilitas E-government terhadap Efektivitas 

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Makassar. 

2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi penghambat 

Interoperabilitas E-government terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi 

manfaat sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis 

 

Hasil Pembahasan ini diharapkan penelitian dapat membantu 

mengidentifikasi bagaimana integrasi sistem E-government dapat 

meningkatkan kerjasama antara departemen pemerintah, mengurangi 

timpang tindih dalam pelayanan dan mematikan aksesibilitas yang lebih 

baik bagi masyarakat. 

2. Secara praktis 

 

Hasil Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih 

lanjut tentang bagaimana interoperabilitas E-government berdampak pada 

efektivitas pelayanan publik di Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini 

dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah kota dalam 

meningkatkan sistem E-government. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Dalam bagian ini, akan diuraikan secara sistematis mengenai penelitian 

terdahulu yang relevan dalam penelitian (Halim, 2016), penelitian terdahulu 

sangat penting bagi penulis untuk menjadi landasan pembanding dan sebagai 

referensi untuk memperkaya teori yang akan digunakan dalam menyajikan 

kontribusi penyempurnaan dari penelitian terdahulu dengan konsep yang 

berbeda dalam sebuah penelitian baru. Adapun beberapa kajian terdahulu yang 

masih relevan dengan judul “Interoperabilitas E-government Dalam Efektivitas 

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil/Kota Makassar" 

dengan penelitian terdahulu sebagai berikut: 

Gambar 2.1: Penelitian Terdahulu Menggunakan Aplikasi Vosviewer 
 
 

Sumber: Vosviewer 2024. 
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Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan menggunakan publish or perish 

ditemukan lebih dari 200 artikel jurnal dengan rentan waktu 2013-2024 yang 

berkaitan erat dengan kata kunci; interoperabilitas; pelayanan publik. artikel- 

artikel tersebut kemudian dikelola menggunakan Vosviewer Untuk menentukan 

posisi proyek penelitian peneliti. Artikel-artikel tersebut telah dianalisis dan 

dimasukkan ke dalam aplikasi Vosviewer guna mengidentifikasi fokus, lokasi, 

dan objek penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, 

artikel-artikel tersebut membentuk landasan penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan interoperabilitas E-government. 

Hasil dari visualisasi vosviewer mengelompokan 4 klaster. Klaster 1 dengan 

warna biru mencakup 6 item yakni, interoperabilitas pemerintah,kelayakan, 

pengembangan, teknologi komunikasi,penentu. Klaster 2 berwarna hijau yang 

terbagi atas 9 item yaitu interoperabilitas, dampak, peran mempengaruhi, studi 

kasus, transformasi digital, perkembangan, kualitas faktor dan pemerintah yang 

baik Klaster 3 berwarna kuning dengan 3 item yakni smart city, good 

governance, pemerintahaan. Klaster 4 berwarna ungu yang terbagi atas 2 item 

yakni Indonesia dan inovasi. 

Beberapa persamaan dan perbedaan dapat diidentifikasi antara penelitian- 

penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai 

Interoperabilitas E-government Dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil/Kota Makassar. 

Adapun Persamaan nya adalah sebagai berikut: 
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1. Fokus Interoperabilitas: Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan 

dilakukan sama-sama berfokus pada interoperabilitas dalam konteks 

pelayanan publik atau E-Government. 

2. Periode Penelitian: Kedua penelitian memiliki periode penelitian yang 

sejalan, yaitu dari tahun 2013 hingga 2024, menunjukkan bahwa isu ini 

relevan dan kontinu dalam kurun waktu tersebut. 

3. Analisis dengan Aplikasi Vosviewer: Keduanya menggunakan aplikasi 

Vosviewer untuk menganalisis dan memvisualisasikan jaringan 

penelitian serta mengidentifikasi tren dan fokus penelitian sebelumnya. 

Perbedaan: 

 
1. Lokasi dan Objek Penelitian: Penelitian terdahulu/cenderung bersifat 

lebih umum dan tidak terpaku pada lokasi atau objek tertentu salah satu 

contohnya dalam penelitian (Frandika Septa , Anton Yudhana, Abdul 

Fadlil) tentang” Analisis Kualitas Layanan E-Government dengan 

Pendekatan E-GovQual Modifikasi" dalam penelitian tersebut peneliti 

menggunakan model pendekatan E-GovQual untuk mengetahui kualitas 

layanan.Dan untuk Penelitian yang akan dilakukan akan lebih terfokus 

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. 

2. Efektivitas Pelayanan Publik: Salah satu perbedaan utama adalah fokus 

pada efektivitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Makassar (DUKCAPIL) dalam penelitian yang akan 

datang,adalah variabel terikat yang tidak selalu menjadi fokus di semua 

penelitian sebelumnya. Dan dalam penelitian terdahulu (Siska Aprilia, 
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Dr.Ratminto, M. Pol. Admin) dalam judul”Tantangan Penerapan E- 

government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan)” penelitian ini lebih berfokus pada 

tantangan dalam penerapan E-government. 

3. Spesifik Lokasi: Penelitian yang akan datang akan mengkaji 

interoperabilitas E-government terhadap efektivitas pelayanan publik di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) secara spesifik. 

Sedangkan penelitian terdahulu bersifat lebih umum dan tidak terbatas 

pada lokasi atau objek penelitian tertentu. 

Dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian 

terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti tertarik 

memahami bagaimana interoperabilitas E-government dalam efektivitas 

pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. 

B. Kajian Teori 

 

1. Konsep E-government 

 

E-government merupakan suatu bentuk reformasi atau paradigma baru 

dalam pelaksanaan pemerintahan yang menekankan pada transparansi 

informasi publik, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk 

menyediakan informasi mengenai berbagai kegiatan pemerintahan yang 

tengah berlangsung (Lenak et al., 2021). 

(Alia et al., 2023) Sesuai dengan definisi dari World Bank (2004), E- 

Government merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga- 

lembaga yang memiliki kapabilitas untuk membina interaksi antara warga 
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negara, pelaku bisnis, dan institusi pemerintahan, Menurut Indrajit 

(2002:36), E-government dapat diartikan sebagai suatu mekanisme interaksi 

baru antara pemerintah dan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan 

kelompok lain yang memiliki kepentingan, yang melibatkan penerapan 

teknologi informasi, terutama internet, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. Pada dasarnya, esensi dari adalah pemanfaatan 

teknologi informasi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara 

pemerintah dan berbagai entitas lainnya seperti penduduk, pelaku bisnis, 

dan lembaga lainnya (IMRAN S, 2020). 

Keuntungan yang diperoleh dari penerapan E-government mencakup 

potensi untuk mengurangi tindakan korupsi, meningkatkan tingkat 

transparansi, memberikan kenyamanan kepada masyarakat, meningkatkan 

pendapatan, serta mengurangi biaya, (World Bank, 2011). Kesuksesan 

pelaksanaan E-government diukur melalui kemampuan dalam menyediakan 

layanan pemerintah secara online, tanpa penggunaan kertas, dengan dasar 

pengetahuan, dan keterbukaan informasi yang tinggi. Interaksi yang terlibat 

dalam implementasi E-government mencakup layanan antar lembaga 

pemerintah (G2G), pelayanan antara lembaga pemerintah dan masyarakat 

(G2C), serta pelayanan antara lembaga pemerintah dan dunia bisnis(G2B) 

(Hernikawati& Sensuse, 2016). 

(MUFLIHAH et al., n.d.2019) Inpres Nomor 3 tahun 2003 merujuk pada 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Penerbitan 

Inpres ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, di antaranya: 
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a. Kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi, bersama 

dengan potensi penggunaannya yang luas, memberikan peluang untuk 

akses, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi dalam jumlah besar 

dengan cepat dan akurat. 

b. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses 

pemerintahan (E-government) diharapkan akan meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

c. Untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) 

dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, penting 

adanya kebijakan dan strategi perkembangan E-government.Karena 

pelaksanaannya memerlukan pemahaman yang seragam, tindakan yang 

serempak, dan langkah-langkah yang terpadu dari semua unsur 

kelembagaan pemerintah, maka diperlukan Instruksi Presiden untuk 

mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan E- 

government secara nasional. 

Secara garis besar, konsep E-government juga dapat diklasifikasikan 

kedalam tiga jenis, yaitu: 

a. Government to Citizens/Consumers (G-to-C): Jenis ini mencakup 

aplikasi E-government yang paling umum, di mana pemerintah 

membangun dan menerapkan berbagai solusi teknologi informasi 

dengan tujuan utama untuk meningkatkan interaksi dan hubungan 

dengan masyarakat. 
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b. Government to Business (G-to-B): Salah satu tanggung jawab inti 

pemerintahan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif 

sehingga ekonomi negara dapat berjalan dengan baik. Dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari, bisnis, termasuk perusahaan swasta, 

memerlukan akses terhadap berbagai data dan informasi yang dikelola 

oleh pemerintah. 

c. Government to Governments (G-to-G:Di era globalisasi saat ini, 

kebutuhan untuk intensifikasi komunikasi antar negara semakin terlihat 

jelas. Interaksi antara pemerintah dari berbagai negara tidak hanya 

terbatas pada aspek diplomatik, tetapi juga merambah ke bidang 

kerjasama lintas negara yang melibatkan masyarakat, industri, 

perusahaan, dan elemen lainnya. Hal ini mencakup berbagai aspek 

seperti administrasi perdagangan, proses politik, hubungan sosial, dan 

budaya. (Nurwanda& Badriah, 2023). 

Dalam rangka membangun E-government diperlukan berbagai strategi 

yang dapat diimplementasikan. Salah satu strategi penting adalah 

membangun E-government secara sistematis melalui tahapan yang realistis 

dan dengan sasaran yang dapat diukur. Pendekatan ini akan memudahkan 

pemahaman dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat. 

Pengembangan E-government dapat diterapkan dalam 4 tingkatan yang 

berbeda. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks dukungan sistem 

manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang 
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diperlukan. Meningkatkan tingkatan tanpa dukungan yang memadai 

berisiko mengakibatkan kegagalan. 

Berikut Adalah 4 tingkatan-government: 

 
a. Tingkat 1, Tahap Persiapan: Ini mencakup pembuatan situs informasi di 

setiap lembaga, persiapan sumber daya manusia, dan fasilitasi akses 

yang mudah, seperti akses internet melalui warnet. 

b. Tingkat 2, Tahap Pematangan: Pada tahap ini, fokusnya adalah 

membangun situs informasi publik yang interaktif serta menciptakan 

antarmuka yang terhubung dengan lembaga lain. 

c. Tingkat 3, Tahap Pemantapan: Pada tingkatan ini, perhatian tertuju pada 

pembuatan situs yang memungkinkan transaksi layanan publik, dan 

penciptaan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. 

d. Tingkat 4, Tahap Pemanfaatan: Pada tingkatan ini, upaya difokuskan 

pada pembuatan aplikasi yang mengintegrasikan layanan yang 

melibatkan pemerintah (G2G), bisnis (G2B), dan masyarakat (G2C) 

(WARDANI, n.d.2016). 

2. Interoperabilitas 

 

Interoperabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik sistem yang 

memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan sistem 

lain tanpa adanya batasan terhadap akses informasi. (Ma’arif, n.d.2017) 

Istilah interoperabilitas biasanya digunakan untuk dalam bidang teknolog 

iinformasi mendefinisikan layanan pertukaran data dan informasi antar 

sistem yang memiliki perbedaan secara teknis baik dari sisi sistem operasi 
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yang digunakan, bahasa pemrograman maupun teknologi basis 

data.Interoperabilitas memiliki arti yang lebih spesifik dalam lingkup E- 

government yaitu kemampuan system E- government untuk berkolaborasi 

dengan sistem E-government lain secara lintas sektoral. 

Pada era digital saat ini, diperlukan layanan publik yang sesuai dengan 

tuntutan zaman, mampu mengatasi masalah yang ada, dan dapat 

mengakomodasi aspirasi masyarakat secara efektif. Perkembangan 

teknologi informasi yang pesat telah memberikan berbagai kemudahan 

dalam kehidupan manusia. Saat ini, informasi dapat diakses dengan cepat 

dan mudah. Bahkan, masyarakat memiliki kemampuan untuk berpendapat 

dan menyampaikan tuntutan mereka melalui teknologi. Inilah peran penting 

dari sistem interoperabilitas. 

Peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses bisnis 

telah mendorong banyak lembaga untuk bersaing dalam menerapkan TIK 

guna mencapai integrasi yang lebih baik. Inisiatif pengembangan E- 

government di Indonesia telah dikenalkan melalui Inpres No. 6 Tahun 2001. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan E- 

government, agar membantu meningkatkan interaksi antara pemerintah, 

masyarakat, dan bisnis, dengan tujuan menggerakkan perkembangan politik 

dan ekonomi.Salah satu tuntutan mendesak adalah interoperabilitas antar 

aplikasi dalam pengembangan E- government di Indonesia dikarenakan 

adanya kebutuhan untuk menggabungkan data dari berbagai sektor yang 

berbeda untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam menangani 
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masalah yang melibatkan data dari sektor-sektor terkait (Istiyanto & 

Sutanta, 2012). 

Interoperabilitas dalam konteks E-government mengacu pada 

kemampuan sistem atau komponen yang berbeda untuk bekerjasama dan 

beroperasi secara sinergis, memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi dengan 

efisiensi, serta memungkinkan integrasi yang lancar antara berbagai 

teknologi yang berbeda(IMRAN S, 2020). Ini mencakup kemampuan 

sistem-sistem dan aplikasi-aplikasi yang beragam untuk saling 

berkomunikasi, berbagi data, dan bekerja bersama dengan keselarasan. 

Pentingnya interoperabilitas ini terletak pada upaya memungkinkan entitas- 

entitas pemerintah untuk berkolaborasi, bertukar informasi, dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Sistem ini dapat 

menjadi bukti interoperabilitas antara Dukcapil dengan instansi lain, seperti 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gowa. 

Sistem ini memungkinkan pertukaran data kependudukan antarinstansi 

untuk mempercepat pelayanan. Penggunaan Standar Terbuka (Open 

Standards), Implementasi standar terbuka dalam sistem e-government di 

Dukcapil Kota Makassar dapat menjadi bukti interoperabilitas. Misalnya, 

penggunaan format data yang standar untuk pertukaran informasi 

antarinstansi. Integrasi Sistem Internal dan Eksternal, Bukti 

interoperabilitas juga dapat dilihat dari integrasi sistem internal Dukcapil 

dengan sistem eksternal, seperti sistem kependudukan nasional (Dukcapil 

Pusat), sistem keuangan daerah, atau sistem informasi lainnya yang terkait 

dengan pelayanan publik. Penyediaan Layanan Publik Secara Terintegrasi, 

Jika Dukcapil Kota Makassar mampu menyediakan layanan publik yang 



21 
 

 

terintegrasi melalui berbagai kanal (online, offline, mobile), ini bisa menjadi 

bukti interoperabilitas yang efektif. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas 

Layanan, Jika terdapat bukti peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam 

pelayanan administrasi kependudukan melalui penggunaan sistem e-

government yang terinterkoneksi, hal ini juga dapat dijadikan bukti 

interoperabilitas. 

Dalam konteks E-government, konsep interoperabilitas membantu 

mengembangkan ekosistem yang terkoordinasi dan efisien, memudahkan 

akses data oleh berbagai instansi yang berwenang, menghindari duplikasi 

data yang tidak perlu, serta meningkatkan mutu layanan yang diberikan 

kepada masyarakat. Salah satu elemen kunci dalam mencapai 

interoperabilitas adalah penggunaan standar komunikasi, format data, dan 

protokol yang umum diterima. Dengan menggunakan standar ini, sistem- 

sistem yang berbeda dapat berbicara satu sama lain dengan benar dan 

efisien. Menurut Hernikawati, D. Sensuse, D. I. (2016) terdapat lima 

indikator Interoperabilitas E-government diantaranya adalah: 
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a. Kebijakan: Pemerintah Melalui kebijakan terkait payung hukumnya 

dalam bentuk peraturan-peraturan, Kebijakan dalam bentuk nyata dari 

dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal yang 

merupakan landasan utama bagi pengembangan dan 

pengimplementasian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

b. Kelembagaan: Kelembagaan terhadap pengembangan dan pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga dapat 

menjalankan fungsi tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK)pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan dan 

kelengkapan aparatur-nya sumber daya manusia untuk mendukung 

pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir. 

c. Infrastruktur: Berkaitan dengan sarana dan prasarana Teknologi 

Informasi dan Komunikasi TIK untuk mendukung smart city, Pusat data 

(data center), yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak, Jaringan 

komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet,) dan DRC serta fasilitas 

pendukung lainnya. 

d. Aplikasi: Ketersediaan layanan dan tingkat penerapan aplikasi umum 

dan khusus untuk layanan kepemerintahan dan public berkaitan dengan 

ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang 

mendukung layanan E-government untuk memberikan layanan publik 

yang optimal serta birokrasi pemerintahan yang transparan. 
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e. Perencanaan: Terkait mekanisme perencanaan serta kajian kebutuhan 

dan strategi penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Melalui interoperabilitas berbagai instansi pemerintah bisa 

berkolaborasi dengan lebih efektif. Mereka dapat saling berbagi informasi, 

bertukar pengalaman, dan bekerja sama dalam menyediakan layanan yang 

lebih baik kepada masyarakat.Dengan adanya interoperabilitas yang kokoh, 

pelaksanaan inovasi menjadi lebih terfasilitasi karena sistem-sistem dapat 

memaksimalkan penggunaan sumber daya dan layanan yang telah ada 

dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. 

Prinsip interoperabilitas dalam E-government memiliki signifikansi 

yang tinggi dalam meraih kesuksesan transformasi digital dan 

meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan 

pendekatan ini, layanan publik bisa terwujud dengan tingkat efisiensi yang 

lebih tinggi, keresponsifan yang lebih baik, dan relevansi yang lebih tinggi 

terhadap . (MUFLIHAH et al., n.d 2019) Interoperabilitas memiliki dampak 

yang signifikan dalam konteks E-government, dan terdapat beberapa hasil 

positif yang dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Koordinasi yang Lebih Optimal: Interoperabilitas memfasilitasi 

komunikasi serta pertukaran informasi yang lebih efisien di antara 

departemen dan lembaga pemerintah. Ini berkontribusi pada koordinasi 

yang lebih baik dalam program dan kebijakan, sekaligus mencegah 

tumpang tindih upaya. 
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b. Efisiensi Operasional: Melalui interoperabilitas, aliran data dan 

informasi antar sistem dan departemen menjadi lancar. Ini mengurangi 

keperluan untuk berulang kali memasukkan data yang sama, menghemat 

waktu serta sumber daya. 

c. Peningkatan Layanan Publik: Interoperabilitas memungkinkan lembaga 

pemerintah/untuk menyediakan layanan yang terintegrasi dan 

merentang ke berbagai sektor bagi masyarakat. 

d. Keputusan yang Lebih Informatif: Dengan data yang mudah diakses dari 

berbagai sumber, pengambilan keputusan pemerintah dapat didukung 

oleh informasi yang lebih menyeluruh dan akurat. 

e. Transparansi dan Akuntabilitas: Interoperabilitas dapat meningkatkan 

transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan. Keterbukaan data dan 

informasi yang dapat diakses oleh publik berkontribusi pada 

pembangunan kepercayaan dan tingkat akuntabilitas yang lebih unggul. 

f. Inovasi dan Pertumbuhan: Prinsip interoperabilitas membuka peluang 

untuk menciptakan aplikasi dan layanan inovatif yang menggunakan 

data dari berbagai sumber. Hal ini berpotensi mendorong kemajuan 

dalam penyelenggaraan layanan publik. 

g. Implementasi interoperabilitas juga menghadapi sejumlah tantangan 

teknis, masalah keamanan data, aspek kebijakan, dan kerangka regulasi 

yang perlu diatasi agar hasil yang sukses dan manfaat yang penuh dapat 

tercapai. 
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3. Efektivitas Pelayanan Publik. 

 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan prinsip fundamental 

dalam pemerintahan modern. Setiap warga negara memiliki hak untuk 

menerima pelayanan yang baik dalam bentuk barang, jasa, dan administrasi 

yang disediakan oleh pemerintah.Istilah "pelayanan" berasal dari kata 

"layan," yang mengacu pada tindakan membantu dan menyediakan apa 

yang diperlukan oleh orang lain dalam rangka melayani. Secara esensial, 

kebutuhan akan pelayanan merupakan hal yang tak terpisahkan dari 

kehidupan manusia. Bahkan, dapat dikatakan dengan sangat kuat bahwa 

pelayanan memiliki peran yang melekat dalam eksistensi 

manusia.(Hardiyansyah, 2018) Pelayanan publik atau pelayanan umum 

dapat diartikan sebagai segala jenis layanan, baik dalam bentuk penyediaan 

barang publik maupun pemberian jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dijalankan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat, 

daerah, serta dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah.Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan juga untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pananrangi & SH, 2017). 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KEMENPANRB) telah melakukan perubahan pada peraturan pedoman 

standar pelayanan publik. Sebelumnya, pedoman standar pelayanan publik 

diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) No. 36 Tahun 2012, dan 
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kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi(PERMENPANRB) No. 15 Tahun 2014. 

Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan terhadap perkembangan 

teknologi informasi yang semakin banyak digunakan sebagai alat 

pendukung dalam pelayanan, tujuan penyederhanaan proses penyusunan 

peraturan, peningkatan kemandirian dalam melaksanakan pelayanan, serta 

dorongan untuk terus meningkatkan upaya perbaikan dan inovasi dalam 

penyediaan pelayanan publik.pelayanan publik didasarkan pada berbagai 

alasan, termasuk aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang 

berkualitas. Standar ini juga bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan 

persepsi yang seragam di kalangan penyelenggara pelayanan, masyarakat, 

dan pihak terkait terkait penyusunan standar pelayanan. Dalam konteks 

pelayanan publik, terdapat hakikat yang mendasari, yakni memberikan 

pelayanan unggul kepada masyarakat, sebagai wujud dari kewajiban 

aparatur negara sebagai pelayan masyarakat. 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi(PERMENPANRB) No.15 Tahun 2014, adanya 

kebutuhan untuk memiliki standar pelayanan publik didasarkan pada 

berbagai alasan, termasuk aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang berkualitas. Standar ini juga bertujuan untuk menciptakan pemahaman 

dan persepsi yang seragam di kalangan penyelenggara pelayanan, 

masyarakat, dan pihak terkait terkait penyusunan standar pelayanan. Dalam 

konteks pelayanan publik, terdapat hakikat yang mendasari, yakni 
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memberikan pelayanan unggul kepada masyarakat, sebagai wujud dari 

kewajiban aparatur negara sebagai pelayan masyarakat.Dari hakikat 

tersebut, terbentuklah asas-asas dalam pelayanan publik seperti berikut: 

a. Transparansi: Pelayanan publik harus terbuka, mudah diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan, dan disediakan dengan cukup serta 

dapat dimengerti dengan mudah. 

b. Akuntabilitas: Pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan peraturan dan Undang Undang yang berlaku. 

c. Kondisional: Pelayanan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan, dengan tetap mematuhi prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif: Asas ini mendorong partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

e. Kesetaraan Hak: Prinsip ini menegaskan bahwa pelayanan publik tidak 

boleh diskriminatif dalam bentuk apapun, termasuk diskriminasi 

berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan status 

ekonomi. 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Baik pemberi maupun penerima 

pelayanan publik memiliki tanggung jawab dan hak yang seimbang. 

Menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 

2011:46) untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata 

oleh konsumen, ada indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima 
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dimensi kualitas pelayanan, yaitu:Tangible (Berwujud), Reliability 

(Kehandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan 

Empathy (Empati). Masing-masing dimensi memiliki sebagai berikut: 

DimensiTangibel (Berwujud), terdiri atas: 

 
a. Penampilan Petugas/ aparatur dalam melayani pelanggan. 

 

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan. 

 

c. Kemudahan dalam proses pelayanan. 

 

d. Kedisiplinan petugas aparatur dalam melakukan pelayanan. 

 

e. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan. 

 

f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan. 

 
Dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas: 

 
a. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan. 

 

b. Memiliki standar pelayanan yang jelas. 

 

c. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam 

proses pelayanan. 

d. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan. 

Dimensi Responsiveness (Respon/ketanggapan), terdiri atas: 

 
a. Merespon setiap pelanggan/ pemohon yang ingin mendapatkan 

pelayanan. 

b. Petugas/ aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. 

 

c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat. 
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d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat. 

 

e. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 

 

f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. 

 
Dimensi Assurance (Jaminan) terdiri atas: 

 
a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dan jaminan biaya dalam 

pelayanan. 

b. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan. 

 

c. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayananan. 

 
Untuk Dimensi Empathy (Empati), terdiri atas: 

 
a. Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan. 

 

b. Petugas melayani dengan sikap ramah. 

 

c. Petugas melayani dengan sikap sopan santun. 

 

d. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda bedakan). 

 

e. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan. 

 
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus mematuhi standar 

pelayanan yang telah ditetapkan, dan standar ini perlu dipublikasikan untuk 

memberikan jaminan bahwa penerima pelayanan memiliki kepastian. 

Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti waktu response, kesesuaian 

layanan dengan kebutuhan masyarakat, profesionalisme, aksesibilitas, 

transparansi, dan lainnya. (Suleman &Abd Fatah, 2021) Tujuannya adalah 

untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan konsisten dan 

berkualitas, serta  memfasilitasi evaluasi dan perbaikan jika diperlukan. 



30 
 

 

 

 

 

 

 

Standar pelayanan juga berfungsi sebagai ukuran yang diikatkan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, dan diwajibkan untuk diikuti oleh 

pemberi dan penerima pelayanan. 

C. Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir atau kerangka teoritik merupakan landasan dari keseluruhan 

proses penelitian. kerangka berpikir mengembangkan teori yang telah disusun 

dan menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara 

variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka kerja 

adalah representasi konseptual tentang bagaimana sebuah teori terhubung 

dengan elemen lain yang telah diakui sebagai kesulitan yang signifikan. 

Kerangka kerja yang kuat secara konseptual akan menjelaskan hubungan antara 

variabel penelitian. tinjauan pustaka menyajikan suatu dasar untuk membentuk 

kerangka teoritik atau kerangka pikir peneliti, sedangkan kerangka teoritik 

menjadi dasar untuk membuat hipotesis. kerangka teoritik menjelaskan 

hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi hubungan- 

hubungan tersebut serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan- 

hubungan yang terjadi. kerangka teoritik yang baik mengidentifikasi serta 

menentukan variabel-variabel yang relevan dengan masalah penelitian yang 

telah dirumuskan. 



31 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

Interoperabilitas E- government dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 

 

 

Faktor Pendukung 

1. Adanya Komitmen Kepala 

daerah. 

2. Adanya kerjasama antara 

pemerintah dan daerah. 

3. Kebijakan perundang-undangan 

yang mengatur administrasi dan 

pencatatan sipil. 

Indikator: 

1. Kebijakan 

2. Kelembagaan 

3. Infrastruktur 

4. Aplikasi 

5. Perencanaan 

(Hernikawati, D. Sensuse, D. I. 

2016) 

Faktor Penghambat 

1. Terbatasnya Akses Jaringan 

dan Konsulidasi data di 

adminduk. 

2. Proses Program Verifikasi 

yang lama. 

 

 

 

Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Makassar 
 

D. Fokus Penelitian 

 

Fokus dalam penelitian ini yaitu: 

 
1. Bagaimana Interoperabilitas e-government di dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil kota Makassar mengacu pada kemampuan sistem informasi 

yang digunakan oleh Dukcapil untuk berkomunikasi, berbagi data, dan 

beroperasi secara bersamaan dengan sistem lainnya, baik di internal maupun 

eksternal organisasi. 

2. Faktor yang mempengaruhi Interoperabilitas e-government di dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kota Makassar. 
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E. Deskripsi Fokus Penelitian 

 

Adapun deskripsi penelitian ini, pemerintah dalam Pelayanan Publik di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. perlu Memperhatikan 

efektivitas Interoperabilitas E-Government dalam Pelayanan Publik Sehingga 

akan memberikan dampak yang baik dalam sektor pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. 

Adapun elemen sukses dalam efektifitas Pelayanan Publik: 

 
1. Kebijakan: Pemerintah memiliki payung hukum dalam bentuk peraturan- 

peraturan yang menjadi dasar utama untuk pengembangan dan 

implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

2. Kelembagaan: Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas 

pengembangan dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) agar dapat mengelola TIK dengan baik, termasuk pengembangan, 

operasional, penyediaan layanan, dan sumber daya manusia yang kompeten 

untuk mendukung penggunaan dan perkembangan teknologi informasi/yang 

memadai dalam hal jumlah, keterampilan, dan peluang karir. 

3. Infrastruktur: Fasilitas dan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) yang diperlukan, seperti pusat data (data center), perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer, jaringan komunikasi (LAN, WAN, akses 

Internet), serta fasilitas pendukung lainnya, yang mendukung 

perkembangan smart city. 
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4. Aplikasi: Ketersediaan layanan dan tingkat penggunaan aplikasi umum dan 

khusus dalam pelayanan pemerintah dan publik yang berkaitan dengan 

pemanfaatan perangkat lunak aplikasi untuk memberikan pelayanan publik 

yang optimal dan administrasi pemerintahan yang transparan. 

5. Perencanaan: Proses perencanaan dan analisis kebutuhan serta strategi 

penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian 

 

1. Waktu Penelitian 

 

Waktu penelitian adalah jangka waktu dalam penelitian. Adapun waktu 

penelitian yang akan ditempuh yaitu 2 bulan mulai 04 Januari 2024 hingga 

04 Maret 2024. 

2. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Makassar tepat di Jl. Teduh Bersinar, Gn. Sari, Kec. Rappocini, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan alasan penelitian karena ingin 

mengetahui Efektifitas Interoperabilitas E-Government Dalam Pelayanan 

Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar. 

B. Jenis & Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian berikut digunakan dalam penelitian ini: 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk 

menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan 

situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan 

kondisi objektif di lapangan. Untuk memastikan bahwa topik kajian sejalan 

dengan kenyataan di lapangan, landasan teori digunakan sebagai pedoman 

(Sugiyono, 2012). 
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Teknik penelitian yang dimaksud adalah berinteraksi dengan informan, 

mempelajarinya, dan mencoba memahami bahasa dan sudut pandang mereka. 

Untuk alasan ini, peneliti harus menghabiskan banyak waktu bekerja di 

lapangan secara langsung. 

2. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti 

berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. masalah yang diteliti 

terkait tentang interoperabiltas e-goverment dalam efektivitas pelayanan 

publik di dinas kependudukan dan catatan sipil kota makassar. 

Dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, penelitian 

deskriptif menyajikan gambaran umum dan melakukan pengamatan dari suatu 

penelitian. begitu juga dengan penelitian tentang interoperabiltas e- 

goverment dalam efektivitas pelayanan publik di dinas kependudukan dan 

catatan sipil kota makassar di mana penelitian ini turun langsung ke lapangan 

dan melakukan pengamatan terhadap subjek. 

C. Sumber Data 

 

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. data primer 

adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder 

adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. dibawah ini 

penjelasan yang lebih lanjut yaitu sebagai berikut: 
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1. Data primer 

 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara 

yaitu para narasumber atau informan yang dianggap mempunyai potensi 

dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya atau memberikan 

informasi yang paling relevan di lapangan. data primer juga diperoleh dari 

pengamatan langsung atau observasi yang kemudian dicatat atau direkam. 

2. Data sekunder 

 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang 

bersumber dari karya ilmiah, jurnal, media online dan tulisan-tulisan yang 

berkaitan dengan topic yang diteliti serta data yang diperoleh dari bahan 

bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian. 

D. Informan Penelitian 

 

Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi 

mengenai situasi dan kondisi yang berhubungan dengan Efektifitas 

Interoperabilitas E-Government dalam Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar. 

Teknik yang di gunakan dalam penentuan informan yaitu teknik purposive 

sampling. Purposive Sampling adalah penentuan informan yang tidak 

berdasarkan atas strata, kedudukan pediman atau tempat, namun berdasarkan 

pada keberadaan tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan 

dengan penelitian ini. maka dari itu, adapun jumlah informan dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Informan Penelitian 

 

No Informan Inisial Jabatan 

1 Muh.Ahdar Saleh,Spd. M.Si MAS Kepala Bidang Pelayanan 

Kependudukan Dan Catatan 

Sipil 

2 Ahmad Maldi,S.Kim AM Staff Pelayanan Kependudukan 

Dan Catata Sipil 

3 Mukiati, SE.,M.AP MK Kepala Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan 

4 Andi Aita Masyita S.Sos AAM Operator Teknis E-goverment 

5 Ade Zulkarnain AZ Masyarakat Pegguna Layanan 

6 Citra Hanifa CH Masyarakat Pengguna Layanan 

7 Siti Azizah SA Masyarakat Pengguna Layanan 

8 Winda Alia WA Masyarakat Pengguna Layanan 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Sumber data dalam penelitian adalah kata-kata tindakan para informan 

sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung 

pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

 

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan proses observasi 

(pengamatan), agar peneliti dapat mengamati kondisi atau keadaan yang ada 

di lapangan secara langsung serta mencatat apa-apa saja yang dianggap 
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penting guna menunjang proses penelitian lebih lanjut dan memperoleh 

keterangan-keterangan data yang lebih akurat. 

2. Wawancara 

 

Teknik yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan tatap muka 

langsung dengan informan atau narasumber yang sesuai dengan kebutuhan, 

melalui tanya jawab, sebagai sampel baik dari organisasi maupun masyarakat. 

teknik yang dilakukan peneliti mampu memberikan informasi yang akurat 

untuk mengumpulkan data bagaimana Efektifitas Interoperabilitas E- 

Government dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Makassar. 

3. Dokumentasi 

 

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, 

buku-buku, atau hasil-hasil penelitian yang relevan terkait Pelayanan Publik 

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sehingga 

menunjang kerelavan data. Informasi yang terkait langsung dengan topik 

masalah ditemukan dan diselesaikan dengan menggunakan prosedur 

dokumentasi. 

F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik penelitian menggunakan data kualitatif yaitu semua bahan, 

keterangan-keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung 

secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) 

dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal 

pengumpulan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. 
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Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat 

pengumpulan data seperti yang dilakukan oleh Miles dan Huberman bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. 

Analisis interaktif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono: 2012) berpendapat bahwa dari 

keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui proses analisis 

pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, 

kemudian menarik kesimpulan. 

1. Reduksi data 

 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penyederhanaan 

data, abstraksi data, dan transformasi manual merupakan langkah-langkah 

dalam proses reduksi data yang diambil dari rekaman lapangan. 

2. Penyajian Data 

 

Dimungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan 

dengan melihat penyajian data, yang merupakan kumpulan informasi 

terorganisir yang membantu kita memahami apa yang terjadi. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dengan memulai mencari data 

dan mencari arti pola-pola, benda, mencatat keteraturan, penjelasan, 

konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi. 
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Oleh karena itu, jika kriteria validitas, rehabilitasi, dan objektivitas telah 

terpenuhi, laporan penelitian kualitatif dapat dikatakan ilmiah. Oleh karena 

itu, isu-isu ini selalu dipertimbangkan selama proses analitis. 

G. Keabsahan Data 

 

Menurut Sugiyono dalam (Purrohman et al., 2018) uji keabsahan data 

meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan uji 

confirmability. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, uji kredibilitas 

data digunakan untuk menilai keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi 

adalah proses verifikasi data dari banyak sumber, pada beberapa titik waktu. 

Akibatnya, legitimasi data triangulasi dalam tiga cara: berdasarkan sumber, 

teknis, dan waktu. 

1. Triangulasi sumber 

 

Membandingkan metode pemeriksaan ulang tingkat kepercayaan data 

yang dikumpulkan dari beberapa sumber dikenal dengan istilah triangulasi 

sumber. misalnya membandingkan temuan observasi dengan hasil 

wawancara, apa yang diungkapkan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi, atau temuan wawancara dengan dokumen. 

2. Triangulasi teknik 

 

Triangulasi teknis melibatkan penggunaan banyak metode untuk 

membandingkan data dari sumber yang sama. Dalam penelitian ini, data yang 

terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data awal akan dicek 

dengan menggunakan pendekatan observasi dan wawancara. 
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3. Triangulasi waktu 

 

Untuk memvalidasi data, triangulasi waktu digunakan untuk 

membandingkan data dari sumber yang berbeda, dengan cara yang berbeda, 

dan pada waktu yang berbeda. Perilaku dan proses manusia keduanya 

mengalami modifikasi berkala. Dalam proyek ini, observasi akan dilakukan 

lebih dari satu kali untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan melalui 

observasi. 



 

 

 

 

BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Objek Penelitian 

 

Sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan pengumpulan data, disediakan 

deskripsi temuan-temuan penelitian dan pembahasan data-data yang berkaitan 

dengan topik kajian. Peneliti terlebih dahulu akan memberikan pengenalan 

umum secara singkat tentang Kota Makassar sebelum menguraikan temuan 

penelitian dan kesimpulan dari pembahasan. 

1. Profil Umum Kota Makassar 

 

Kota Makassar (Makassar: kadang dieja Macassar, Mangkasar; dari 

1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang atau Ujung 

Pandang) adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kotamadya ini adalah kota terbesar pada 5°8′S 119°25′E 

Koordinat: 5°8′S 119°25′E, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, 

berhadapan dengan Selat Makassar. 

Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) 

adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu 

kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar 

keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai 

pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar 

berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat 

kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik 

darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. 
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a. Kondisi Geografis 

 

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 

kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari 

permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 

1.130.384 jiwa yang terdiri dari lakilaki 557.050 jiwa dan perempuan 

 

573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %. 

 

Luas wilayah kecamatan :1 Tamalanrea: 31,84 km²; 2 Biringkanaya 

 

48,22 km²; 3 Manggala 24,14 km²; 4 Panakkukang 17.05 km²; 5 Tallo 

 

5,83 km²; 6 Ujung Tanah 5,94 km²; 7 Bontoala 2,10 km²; 8 Wajo 1,99 

 

km²; 9 Ujung Pandang 2, 63 km²; 10 Makassar 2,52 km²; 11 Rappocini 

 

9,23 km²; 12 Tamalate 20,21 km²; 13 Mamajang 2,25 km²; 14 Mariso 

 

1,82 km². 

 

Gambar 4.1: Peta Wilayah Administrasi Kota Makassar 
 

Sumber: WebSite Kota Makassar- Peta Administrasi Kota Makassar 
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b. Kebijakan E-goverment Kota Makassar 

 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam 

kehidupan masyarakat telah menjadi kebutuhan utama dalam 

memajukan masyarakat menjadi masyarakat informasi. Hal ini 

diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. 

Kebijakan ini menjadi payung hukum bagi semua kebijakan teknis 

terkait E-government di Indonesia. 

Pengembangan E-government merupakan upaya untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan 

memanfaatkan teknologi elektronik. Melalui pengembangan E- 

government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di 

lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi 

informasi. E-government dapat diaplikasikan pada berbagai lembaga 

pemerintahan seperti legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, 

dengan tujuan meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan 

pelayanan publik yang lebih baik, serta mempercepat proses-proses 

administrasi. 

Penerapan E-government adalah bentuk sederhana dari pelayanan 

publik dengan menyediakan informasi dan data yang terkomputerisasi 

terkait penyelenggaraan pembangunan, mencerminkan transparansi 

dalam pelayanan publik. Pemerintah Kota Makassar mengadopsi 

konsep Smart City untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang 
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terhubung dengan dunia. Konsep ini menggabungkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kota untuk memberikan 

pelayanan yang optimal kepada penduduknya. Fokus kebijakan Smart 

City adalah pada pelayanan berbasis teknologi, atau yang lebih dikenal 

sebagai E-government. 

Tujuan pemerintah dalam menerapkan E-government adalah untuk 

mendukung terwujudnya good government dan good governance 

dengan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan. Pemerintah Kota Makassar 

telah mengimplementasikan layanan E-government melalui situs web 

resmi kota, www.makassarkota.go.id. Situs ini menyediakan informasi 

sejarah kota, pariwisata, struktur pemerintahan, berita terbaru, dan 

fasilitas-fasilitas di Kota Makassar. Penerapan E-government 

memungkinkan akses yang dapat diakses 24 jam oleh masyarakat dari 

mana saja, sehingga mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke 

kantor pemerintah. Transparansi yang diharapkan oleh masyarakat 

diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat. 

Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Berdasarkan hasil 

analisa kami, jumlah populasi penduduk Kota Makassar 2024 

diproyeksikan sebanyak1.432.200 jiwa. 

http://www.makassarkota.go.id/
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Tabel 4.2: luas Wilayah Dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut 

Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2024. 
 

NO Kode 

Kemendagri 

Kecamatan Jumla 

h 

Kelura 

han 

Daftar Desa/Kelurahan 

1 73.71.11 Biringkanaya 11 Bakung. Berua. Bulurokeng. 

Daya. Katimbang. Laikang. 

Paccerakkang. Pai. Sudiang. 
Sudiang Raya. Untia. 

2 73.71.06 Bontoala 12 Baraya. Bontoala. Bontoala 

Parang. Bontoala Tua. Bunga 

Ejaya. Gaddong. Layang. 

Malimongan Baru. Parang 

Layang. Timungan Lompoa. 
Tompo Balang. Wajo Baru. 

3 73.71.15 Kepulauan 
Sangkarrang 

3 Barrang Caddi. Barrang Lompo. 
Kodingareng. 

4 73.71.03 Makassar 14 Bara Baraya. Bara Baraya Selatan. 

Bara Baraya Timur. Bara Baraya 

Utara. Barana. Lariang Bangi. 

Maccini. Maccini Gusung. 

Maccini Parang. Maradekaya. 
Maradekaya Selatan. Maradekaya 

Utara. Maricaya. Maricaya Baru. 

5 73.71.02 Mamajang 13 Baji Mappakasunggu. Bonto 

Biraeng. Bonto Lebang. Karang 

Anyar. Labuang Baji. Mamajang 

Dalam. Mamajang Luar. Mandala. 

Maricaya Selatan. Pa’batang. 
Parang. Sambung Jawa. 

Tamparang Keke. 

6 73.71.12 Manggala 8 Antang. Bangkala. Batua. Biring 

Romang. Bitowa. Borong. 
Manggala. Tamangapa. 

7 73.71.01 Mariso 9 Bontorannu. Kampung Buyang. 

Kunjung Mae. Lette. Mario. 

Mariso. Mattoanngin. 
Panabungan. Tamarunang. 

8 73.71.09 Panakkukang 11 Karampuang. Masale. Pampang. 

Panaikang. Pandang. Sinrijala. 

Tamamaung. Karuwisi. Karuwisi 
Utara. Paropo. Tello baru. 

9 73.71.13 Rappocini 11 Balla Parang. Banta Bantaeng. 
Bonto Makkio. Bua Kana. 

Gunung Sari. Karunrung. Kassi 
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    Kassi. Mapala. Minasa Upa. 

Rappocini. Tidung. 

10 73.71.07 Tallo 15 Buloa. Bunga Eja Bru. Kalukuang. 

Kaluku Bodoa. La’Latang. 

Lakkang. Lembo. Pannampu.

 Rappojawa. 

Rappokalling. Suangga. Tallo. 

Tammua. Ujung Pandang Baru. 
Wala Walaya. 

11 73.71.14 Tamalanrea 8 Bira. Buntusu. Kapasa. Kapasa 

Raya. Parang Loe. Tamalanrea. 

Tamalanrea Indah. Tamalanrea 
Jaya. 

12 73.06.10 Tamalate 11 Balang Baru. Barombong. 

Bongaya. Bonto Duri. Jongaya. 

Maccini Sombala. Mangasa. 

Mannuruki. Pa’baeng Baeng. 

Parang Tambung. Tanjung 
Merdeka. 

13 73.71.04 Ujung 

Pandang 

10 Baru. Bulogading. Lae Lae. 

Lajangiru. Losari. Maloku. 

Mangkuru. Pisang Selatan. Pisang 
Utara. Sawerigading. 

14 73.71.08 Ujung Tanah 9 Camba Barua. Cambaya. Gusung. 

Pattingalloang. Pattingalloang 

Baru. Tabaringan. Tamalabba. 
Totaka. Ujung Tanah. 

15 73.71.05 Wajo 8 Butung. Ende. Malimongan. 

Malimongan Tua. Mampu. 

Melayu. Melayu Baru. 
Pattunuang. 

Total 153 

Sumber: Website Kota Makassar 2024. 

 

c. Keadaan Penduduk Kota Makassar 

 

Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Berdasarkan hasil 

analisa kami, jumlah populasi penduduk Kota Makassar 2023 

diproyeksikan sebanyak 1.432.200 jiwa. 
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2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Makassar 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 

tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan dan catatan sipil Kota 

Makassar, bahwa penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan 

merupakan kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen 

perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Keterkaitan Renstra perangkatdaerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan 

Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah 

diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu 

pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah 

tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala 

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra 

Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar 

memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas 

Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar menjadi pedoman 

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan 

pencatatan sipil Kota Makassar yang disusun setiap tahun selama kurun 
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waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan 

sipil Kota Makassar menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi 

pembangunan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota 

Makassar, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas 

Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassa. 

3. Visi dan Misi 

 

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang 

yang ada maka Pemerintah Kota Makassar merumuskan Visi dalam RPJMD 

Kota Makassar tahun 2021-2026 yaitu: 

a. Visi 

 

Mewujudkan masyarakat Kota Dunia Sombere dan smart city 

dengan imunitas Kota yang kuat untuk semua. 

b. Misi 

 

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka 

menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar 2021-2026 

adalah sebagai berikut: 

1) Misi I yaitu revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi 

menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas 

dunia bersih dari indikasi korupsi. 

Program: 

 

a) Revolusi pendidikan semua harus sekolah 
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b) 1000 beasiswa anak lorong (kerjasama pemnafaatan data 

kependudukan dengan Dinas Pendidikan melalui perjanjian 

kerja sama). 

c) 10.000 skill training gratis (kerjasama pemanfaatan data 

dengan disnaker melalui perjanjian kerjasama). 

d) Menju PAD Rp 2 Trilyun (kerjasama pemanfaatan data 

kependudukan dengan bapenda melalui perjanjian kerjasama). 

e) Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang sombere dan 

smart, kegiatan pelayanan berbasis IT/smart di kecamatan. 

Penerapan pelayanan publik yang sombere dan smart di 

Kecamatan dan Kelurahan, support Dukcapil hanya 

menyediakan srana dan prasarana pelayanan, seperti 

penyediaan/pengadaan mesin ADM (Anjungan Dukcapil 

mandiri) yang rencananya untuk tahun 2024 akan diadakan di 

beberapa titik di Kelurahan, Kecamatan, Mall dan Dukcapil 

 

2) Misi II yaitu rekontruksi kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya  

menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan 

kesehatan yang kuat untuk semua. 

a) Perkuatan fasilitas perlindungan dan pelayanan kesehatan 

masyarakat, kegiatan sistem pelayanan kesehatan secara 

menyeluruh (bekerjasama dengan Dinkes). 
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b) Percepatan program jagai ana’ta dan program smart millenial 

serta sosial mitigation, kegiatan bantuan langsung tunai (BLT) 

kesehatan (kerjasama dengan DPPPA). 

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka beberapa upaya 

yang harus dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar berkaitan dengan beberapa program tersebut adalah 

dengan mengakomodir ke dalam sub kegiatan yang ada di dalam 

permendegri No, 50 tahun 2020 sebagai berikut: 

a) Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting. 

 

b) Pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas 

pelaporan peristiwa penting. 

c) Kerjasama pemanfaatan data kependudukan. 

 

Berikut ini faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pencapaian Visi dan 

Misi dalam program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

tercantum sebagai berikut: 

a) Terbatasnya akses jaringan dan konsulidasi data yang masih 

terpusat di adminduk ini akan menjadi salah satu penghambat 

terhadap percepatan program Wali Kota revolusi pendidikan 

semua harus sekolah yaitu pencetakan dokumen kependudukan 

(KIA dan akte lahir). 

b) Program verifikasi oleh adminduk pusat yang agak lama yang 

memperlambat pemberian akses pemnafaatan data 
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kependudukan oleh instansi pemanfaatan data (perjanjian 

kerjasama pemanfaatan data). 

Adapun yang menjadi pendorong yaitu sebagai berikut: 

 

a) Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pelayanan 

publik terhadap masyarakat. 

b) Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan 

instansi terkait. 

c) Kebijakan perindang undangan yang mengatur administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. 
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Sitti Aminullah, SE., MM 

NIP. 197505062010012010 
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4. Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Makassar 2024. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Untuk mencapai tujuan organisasi, sumber daya manusia merupakan 

faktor penting untuk mencapai suatu keberhasilan. Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sebagai sebuah institusi pelayanan 

memiliki personil 146 orang dengan rincian sejumlah 55 orang yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 91 orang berstatus pegawai kontrak, 

lebih lanjut keadaan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Makassar tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 

JABATAN FINGSIONAL 

UPTD 

JF Pranata Komputer Ahli 

Muda 

Indrawaty Semmaing, 

S.IP,. M.AP 

NIP. 197707142006042007 

Haerianti, S.T,. MM 

NIP. 198004202010012028 

Sumawaty, S.Sos,. M.Si 

NIP. 196801152003122002 

JF Pranata Komputer Ahli 

Muda 

Andi Aita Masyita A, 

S.Sos 

NIP. 198110092007012010 

Andi Haerullah, S.Sos 

NIP. 196601021993031010 

Abdul Rahman, S.Sos 

NIP. 196508111992021001 

JF Pranata Komputer Ahli 

Muda 

Mada Seri Palamba, 

S.Sos 

NIP. 196801152003122002 

Rosnaeri, SH 

NIP. 198303262010012024 

JF Pranata Komputer Ahli 

Muda 

1. Nurhidayat, SH 

NIP. 197511092006042005 

Kosong Anasta Triubaya Sakti, SE 

NIP. 196508241993031009 

Muhammad Ahdhar Saleh, 

S.pd., M.Si 

NIP. 197101251995121003 

Dra. Hj. Melyana 

Zumbriana, MM 

NIP. 196710051988102002 

Kepala Bidang 

Pemanfaatan Data dan 

Inovasi Pelayanan 

Kepala Bidang 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi 

Kependudukan 

Kepala Bidang 

Pelayanan Pencatatan 

Sipil 

Kepala Bidang 

Pelayanan Pendaftaran 

Kependudukan 
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Tabel 4.4 Keadaan Pegawai Menurut Kepangkatan Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar 

NO Pangkat Gol Jumlah 

1. Pembina IV 7 (Orang) 

2. Penata III 43 (Orang) 

3. Pengatur II 9 (Orang) 

4. Juru I 1 (Orang) 

5. Tenaga Kontrak - 86 (Orang) 

Jumlah 146 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar 

 

Dari keadaan pegawai diatas menunjukkan pegawai non PNS masih 

lebih besar dibanding dengan pegawai organik, tentu hal ini memerlukan 

pembinaan yang intensif terhadap tugas dan fungsi bidang kependudukan 

dan pencatatan sipil untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang 

berintegritas, transparan dan akuntabel baik pada pelayanan pendaftaran 

penduduk 15 kecamatan maupun pelayanan pencatatan sipil di Dinas dalam 

masa waktu lima tahun kependudukan. 

Tabel 4.5 Jumlah Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Penduduk 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar 

NO Uraian Jenis Kelamin Pendidikan Jumlah 

L P SD SMP SMA D3 S1 S2 S3  

1. PNS 23 32 - - 8 5 24 18 - 55 

2. Non PNS 42 49 - 1 29 4 55 3 - 91 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar 
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Dari 55 Pegawai Negri Sipil (PNS) yang ada, sebagian besar atau 

51,00% merupakan PNS dengan latar belakang pendidikan S1, kemudian di 

susul PNS yang berpendidikan S2 sebesar 23% dan berpendidikan SMA 

sebesar 18%. 

a. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Makassar 

1. Kepala Dinas 

 

2. Sekretarjat, terdiri atas: 

 

a) Subbagian perencanaan dan pelaporan 

 

b) Subbagian Keuangan 

 

c) Subbagian umum dan kepegawaian 

 

3. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri atas: 

 

a) Seksi identitas penduduk 

 

b) Seksi pindah datang penduduk 

 

c) Seksi pendataan penduduk 

 

4. Bidang Pelayanan pencatatan sipil, terdiri atas: 

 

a) Seksi kelahiran 

 

b) Seksi perkawinan dan perceraian 

 

c) Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian 

 

5. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, terdiri 

atas: 

a) Seksi sistem informasi administrasi kependudukan 

 

b) Seksi pengelolaan dan penyajian data kependudukan 
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c) Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi 

dan komunikasi 

6. Bidang pemanfaatan dan inovasi pelayanan, terdiri atas: 

 

a) Seksi kerjasama 

 

b) Seksi pemanfaatan data dan dokumen, terdiri atas: 

 

c) Seksi inovasi pelayanan 

 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

 
B. Hasil Penelitian Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota 

Makassar 

Dalam upaya untuk mengembangkan E-government pemerintah 

mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- 

government yang mana E-government didefinisikan sebagai upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public secara efektif dan 

efisien. 

Dalam hal ini penelitian memfokuskan Interoperabilitas E-government 

Dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar dengan lima (5) indikator yaitu Kebijakan, Kelembagaan, 

Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan. 

1. Kebijakan 

 

E-Government atau pemerintahan elektronik adalah suatu konsep yang 

mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, 

dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Disdukcapil), implementasi E-Government bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas pelayanan publik terutama dalam hal administrasi 

kependudukan. 

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia membahas kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan 

e-Government. Kebijakan ini menjadi dasar untuk semua kebijakan teknis 

terkait E-government. Pengembangan E-government bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan 

memanfaatkan teknologi elektronik. Dengan pengembangan E-government, 

sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah diperbaiki 

dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi. 

Pada dimensi kebijakan ini penilaian dilakukan terhadap manajemen 

atau proses kebijakan serta visi dan misi terkait (TIK) yang dibutuhkan 

dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, 

atau rencana strategi. Indikator lainnya adalah strategi penerapan kebijakan 

(TIK), peraturan terkait pemanfaatan (TIK), keputusan instansi terkait 

penerapan (TIK), dan manajemen risiko atau evaluasi dari penerapan (TIK). 

Dengan hal ini kebijakan mengenai Interoperabilitas E-government Dalam 

Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar. Berikut wawancara penulis dengan MAS selaku Kepala 

Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
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Makassar terkait kebijakan E-government Dalam Efektivitas Pelayanan 

Publik adalah sebagai berikut: 

“Di kantor capil Kota Makassar ini kita fokus pada pelayanan 

online untuk akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan. Itu 

pelayanan online semua kecuali untuk perekaman e-KTP itu bisa di 

lakukan di kecamatan atau di kantor dukcapil sendiri. Ada juga 

pelayanan di kecamatan seperti penyetakan KTP, pindah antar 

kecamatan ataupun kelurahan itu di lakukan juga secara online. 

Jadi untuk pelayanan publik ini hampir 90% online” (Wawancara 

bersama MAS .Pada 25 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kebijakan hampir 

semua pengurusan berkas di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar berbasis online yang di mana masyarakat sangat di 

mudahkan dengan akses online dengan kode akses 

Dukcapil.Makassarkota.go.id bisa di akses dari mana saja dan waktu 

aksesnya setiap hari. untuk kepengurusan di Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. 

Berikut wawancara penulis dengan AM selaku staf pelayanan publik 

terkait dengan kebijakan pemerintah dalam Efektivitas Pelayanan Publik di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai 

berikut: 

“Untuk e-govenmentnya sendiri itu sudah di implementasikan di 

wibsitenya sendiri jadi pelayanan bisa di mana saja dan menurut 

saya ini sangat efektif apalagi e-governmen ini di mulai padasaat 

pandemi Covid-19 dan masyarakat juga tidak mesti ke Kantor Dinas 

untuk mengurus data kependudukan” (Wawancara bersama AM, 

Pada 25 Janurari 2024). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kebijakan e- 

governmen sudah di implementasikan di website resmi Dukcapil Kota 
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Makassar. Dengan adanya e-government masyarakat sangat terbantu untuk 

kepengurusan data kependudukan. 

Berikut wawancara penulis dengan MK selaku kepala sub bagian 

perencanaan dan pelaporan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam 

Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Untuk rencana jangka panjangnya mungkin ini akan di lakukan 

pengembangan wibset untuk masyarakat tidak bingung untuk 

mengakses situs Dukcapil Kota Makassar. Untuk mekanismenya 

masyarakat tinggal mengakses Dukcapilkota setelah itu pilih 

pelayanan apakah mungkin akta kematian atau surat pindah dan 

lain llain terkait kependudukan. Terus tinggal mengaplod dokumen 

asli dan harus di garis bawahi seperti dokumennya tidak bole 

melebihi 2 mb. Di dalam website ada imputan seperti kartu keluarga 

kepala keluarga dan email juga harus di input dan nomor wa 

keluarga. Untuk e-government itu sendiri juga mempunyai aplikasi 

untuk pegawai namanya sistem informasi administrasi 

kependudukan (SIAK) itu dari Direktorat Jendral Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil ini di akses untuk setiap Kota dan Kabupaten. 

Jadi e-government itu dari puasat sendiri sudah ada. Untuk 

pelayanan di Kota Makassar ini melalui website. Input lewat 

website Outputnya email” (Wawancara bersama MK.Pada 25 

Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kebijakan jangka 

panjang seperti pembaharuan website atau aplikasi di kembangkan untuk 

memudahkan masyarakat mengakses atau mengurus data kependudukan 

dan tidak lagi datang ke kantor. Untuk pegawai sendiri mempunyai aplikasi 

sendiri sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang bisa di 

akses setiap Kota dan Kabupaten. 

Berikut wawancara penulis dengan AAM selaku operator teknis terkait 

dengan kebijakan pemerintah dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
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“Untuk pelayanan saya belum tahu kebetulan saya baru pertama 

kali mau mengurus data kependudukan di Kota Makassar, karna 

selama ini saya kebanyakan menyuruh orang untuk bantu 

menguruskan data kependudukan saya di Kantor Dinas 

Kependudukan Kota Makassar” (Wawancara bersama AAM 25 

Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kebijakan e- 

government masih banyaknya masyarakat belum tahu adanya wibsert atau 

aplikasi untuk menunjang kepengurusan data kependudukan karna 

kebanyakan masyarakat menggunakan bantuan orang lain untuk mengurus 

data kependudukan. 

Berikut wawancara penulis dengan AZ selaku masyarakat terkait 

dengan kebijakan pemerintah dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Pelayanan Dukcapil Kota makassar menurut saya itu responnya 

cepat pengarahannya juga cepat dan adanya e-government ini 

masyarakat seperti saya sangat di mudahkan karna kami tidak mesti 

ke kantor untuk mengurus data kependudukan” (Wawancara 

bersama AZ Pada 25 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kebijakan msayarakat 

sangat di puaskan oleh adanya website yang di mana masyarakat tidak lagi 

ke kantor untuk mengantri untuk kepengurusan data kependudukan. 

Berikut wawancara penulis dengan CH selaku masyarakat terkait 

dengan kebijakan pemerintah dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Saya telah menggunakan layanan berbasis E-government di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, seperti pembuatan KTP 

dan akta kelahiran secara online. Pengalaman saya cukup positif, 

karena prosesnya lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan 

mengurus secara konvensional” (Wawancara bersama CH pada 

25 Januari 2024). 
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Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kebijakan masyarakat 

sangat di mudahkan dengan adanya kebijakan pemerintah yang 

memudahkan masyarakat khususnya masyarakat yang ingin mengurus data 

kependudukan yang di mana masyarakat bisa mengakses layanan online 

atau masyarakat tidak lagi datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Makassar. 

Berikut wawancara penulis dengan SA selaku masyarakat terkait 

dengan kebijakan pemerintah dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Kadang kadang saya mengalami kendala teknis seperti kesulitan 

mengakses situs atau error saat mengisi formulir online. Namun, 

kesulitan tersebut bisa diatasi setelah mencoba beberapa kali” 

(Wawancara bersama SA pada 25 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kebijakan ada juga 

masyarakat kesulitan untuk mengakses situs Dukcapil dimana situs resmi 

Dukcapil mengalami gangguan jaringan atau error. 

Berikut wawancara penulis dengan WA selaku masyarakat terkait 

dengan kebijakan pemerintah dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Menurut saya, adopsi teknologi dalam pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar memberikan 

dampak positif. Proses pelayanan menjadi lebih efisien dan 

transparan, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses 

layanan yang dibutuhkan” (Wawancara dengan WA pada 25 

Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kebijakan masyarakat 

sangat di berikan dampak positif dengan adanya adpsi teknologi yang 
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dimana masyarakat tinggal mengakses di internet untuk kepengurusan data 

kependudukan. 

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait 

kebijakan hampir 90% pelayanan di Dukcapil Kota Makassar menggunakan 

sistem online atau wibsit yang di mana masyarakat tidak perlu ke Dukcapil 

Kota Makassar untuk mengurus data kependudukan. Rencana jangka 

panjang juga di pikirkan Dukcapil Kota Makassar untuk terus 

mengembangkan sistem e-government. 

2. Kelembagaan 

 

Kelembagaan terhadap pengembangan dan pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga dapat menjalankan fungsi tata 

kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pengembangan, 

pengoperasian, penyediaan layanan dan kelengkapan aparaturnya sumber 

daya manusia untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai dari segi jumlah, 

kompetensi, jenjang karir. 

Berkaitan dengan keberadaan organisasi, lembaga, atau unit kerja yang 

berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelaksanaan 

e-government. Dimensi kelembagaan dilakukan terhadap aspek 

kelembagaan struktur organisasi yang efektif, adanya dokumentasi tentang 

rumusan tugas dan fungsi yang di lakukan oleh organisasi atau unit kerja 

(tupoksi), ketersediaan sistem dan prosedur yang lengkap dan 
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terdokumentasi, ketersediaan SDM dengan jumlah dan tingkat kompetensi 

yang sesuai, serta program pengembangan SDM TIK. 

Dengan hal ini kelembagaan mengenai Efektivitas Pelayanan Publik di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Berikut wawancara 

penulis dengan MAS Selaku kepala Bidang Pelayanan Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Makassar terkait kelembagaan Dalam Efektivitas 

Pelayanan Publik adalah sebagai berikut: 

“kelembagaan yang dianggap penting melibatkan aspek kecepatan 

pelayanan, akurasi data, keamanan informasi, ketersediaan 

fasilitas akses, dan tingkat kepuasan masyarakat. Kami mengukur 

efektivitas kami berdasarkan kemampuan untuk menjalankan 

prosedur pencatatan sipil dan pelayanan lainnya sesuai dengan 

standar yang ditetapkan” (Wawancara bersama MAS Pada 25 

Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kelembagaan ada 

beberapa aspek yang di fokuskan untuk pelayanan publik di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar seperti kecepatan 

pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat. 

Berikut wawancara penulis dengan AM selaku staf pelayanan terkait 

dengan kelembagaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Efektivitas kelembagaan bagi kami mencakup kemampuan untuk 

memberikan pelayanan publik dengan cepat, akurat, dan sesuai 

standar. Kami mengukurnya melalui indikator seperti tingkat 

ketersediaan data, kecepatan proses, tingkat kepuasan pengguna, 

dan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku.” (Wawancara 

bersama AM Pada 25 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kelembagaan 

mencakup kemampuan untuk memberikan pelayanan publik dengan cepat, 

akurat, dan sesuai standar. 
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Berikut wawancara penulis dengan MK selaku kepala sub bagian 

perencanaan dan pelaporan terkait dengan kelembagaan dalam Efektivitas 

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 

adalah sebagai berikut: 

“kinerja kelembagaan yang krusial melibatkan efisiensi 

operasional, integritas data, ketersediaan sarana fisik, dan kualitas 

pelayanan. Kami juga mempertimbangkan kemampuan beradaptasi 

dengan perkembangan teknologi serta kualifikasi dan motivasi staf 

sebagai bagian dari indikator.” (Wawancara bersama MK.Pada 25 

Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kelembagaan 

mempertimbangkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan 

teknologi. 

Berikut wawancara penulis dengan AAM selaku operator teknis terkait 

dengan kelembagaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Pengalaman saya cukup baik. Pelayanan mereka terbilang efektif, 

terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan. Prosesnya 

relatif cepat dan petugas di sana memberikan informasi yang jelas. 

Namun, terkadang ada beberapa kendala seperti koneksi jaringan 

yang eror atau websit yang di sediakan Dinas capil tidak bisa di 

akses” (Wawancara bersama AAM. Pada 25 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kelembagaan 

Pelayanan mereka terbilang efektif, terutama dalam pengurusan dokumen 

kependudukan. 

Berikut wawancara penulis dengan AZ selaku masyarakat terkait 

dengan kelembagaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
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“Aspek kelembagaan yang paling saya perhatikan adalah 

koordinasi antarbagian. Kadang-kadang terdapat kesan kurang 

terkoordinasi, yang bisa memperlambat proses. Saya berharap 

mereka terus memperbaiki koordinasi internal untuk meningkatkan 

efektivitas pelayanan” (Wawancara bersama AZ Pada 25 Januari 

2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kelembagaan yang 

paling saya perhatikan adalah koordinasi antarbagian. Kadang kadang 

terdapat kesan kurang terkoordinasi, yang bisa memperlambat proses. 

Berikut wawancara penulis dengan CH selaku masyarakat terkait 

dengan kelembagaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Menurut saya, kelembagaan Pelayanan Publik berbasis E- 

government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar sudah cukup baik. Mereka telah menyediakan layanan- 

layanan yang efisien dan mudah diakses oleh masyarakat” 

(Wawancara dengan CH pada 25 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kelembagaan 

masyarakat sangat puas dengan adanya layanan kepengurusan data 

kependudukan secara online dan mudah untuk di akses kapan saja. 

Berikut wawancara penulis dengan SA selaku masyarakat terkait 

dengan kelembagaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Ya, meskipun layanan-layanan yang disediakan sudah baik, 

namun terkadang masih ada kendala dalam hal teknis atau 

pengelolaan data. Misalnya, adanya gangguan sistem atau data 

yang kurang terupdate” (Wawancara dengan SA pada 25 Januari 

2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kelembagaan 

masyarakat sering kali mendapati kendala mengenai teknis dan pengelolaan 

data seperti juga dengan gangguan sistem. 
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Berikut wawancara penulis dengan WA selaku masyarakat terkait 

dengan kelembagaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Secara umum, adopsi teknologi dalam kelembagaan Pelayanan 

Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 

memberikan dampak positif. Masyarakat dapat mengakses layanan 

dengan lebih cepat dan mudah” (Wawancara Dengan WA pada 25 

Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai kelembagaan 

masyarakat mendapatkan dampak positif dengan adanya kepengurusan data 

kependudukan secara online. 

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait 

kelembagaan ada beberapa aspek seperti pelayanan yang cepat, akurat dan 

sesuai standar Dukcapil Kota Makassar. 

3. Infrastruktur 

 

Infrastruktur penilaian meliputi keberadaan data canter dan aplikasi 

pendukung, jaringan komunikasi (LAN, WAN, Interner), keamanan, 

fasilitas pendukung, dokumen disaster recovery jika terjadi kegagalan 

sistem, pemeliharaan infrastruktur TIK, dan investasi peralatan TIK. 

Dengan hal ini Infrastruktur mengenai Efektivitas Pelayanan Publik di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Berikut wawancara 

penulis dengan MAS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Makassar terkait infrastruktur Dalam Efektivitas Pelayanan 

Publik adalah sebagai berikut: 
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“Infrastruktur memiliki peran krusial dalam meningkatkan 

efektivitas pelayanan publik. Sistem komputerisasi dan jaringan 

yang handal memungkinkan kami untuk memberikan layanan 

dengan cepat dan akurat. Selain itu, sarana fisik yang memadai juga 

menjadi faktor penting untuk mendukung proses operasional sehari- 

hari. Kami telah menerapkan sistem basis data terintegrasi untuk 

mengelola data kependudukan secara efisien. Selain itu, fasilitas 

pelayanan online dan mesin-mesin pendaftaran telah diperbarui 

untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. 

Fasilitas fisik seperti ruang tunggu dan loket pelayanan juga terus 

ditingkatkan” (Wawancara bersama MAS Pada 25 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai infrastruktur Sistem 

komputerisasi dan jaringan yang handal memungkinkan kami untuk 

memberikan layanan dengan cepat dan akurat. 

Berikut wawancara penulis dengan AM selaku staf pelayanan terkait 

dengan infrastruktur dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Keamanan dan keberlanjutan infrastruktur teknologi informasi 

merupakan prioritas kami. Kami memiliki tim khusus yang 

bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembaruan sistem 

keamanan. Selain itu, dilakukan juga cadangan data secara berkala 

untuk memastikan keberlanjutan operasional, termasuk dalam 

situasi darurat” (Wawancara bersama AM 25 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai infrastruktur 

mempunyai tim khusus yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan 

pembaruan sistem keamanan. 

Berikut wawancara penulis dengan MK selaku kepala sub bagian 

perencanaan dan pelaporan terkait dengan infrastruktur dalam Efektivitas 

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 

adalah sebagai berikut: 

“Kami terus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi 

dan akurasi pelayanan. Penerapan teknologi biometrik untuk 

otentikasi identitas, aplikasi pendaftaran online, dan integrasi basis 
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data merupakan beberapa langkah yang telah kami ambil. Ini tidak 

hanya mempercepat proses tetapi juga mengurangi potensi 

kesalahan manusiawi. Kami juga memiliki protokol khusus untuk 

menghadapi situasi darurat seperti pemadaman listrik atau masalah 

teknis lainnya. Sistem cadangan dan generator daya siap digunakan 

untuk memastikan operasional tetap berjalan. Selain itu, kami juga 

terus meningkatkan sistem pemantauan untuk mendeteksi potensi 

masalah sejak dini” (Wawancara bersama MK Pada 25 Januari 

2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai infrastruktur 

teknologi memiliki protokol khusus untuk menghadapi situasi darurat 

seperti pemadaman listrik atau masalah teknis lainnya. Sistem cadangan dan 

generator daya siap digunakan untuk memastikan operasional tetap berjalan. 

Berikut wawancara penulis dengan AAM selaku oprator teknis terkait 

dengan infrastruktur dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Infrastruktur Disdukcapil cukup mendukung dalam hal 

kenyamanan dan kecepatan. Sistem online dan peralatan modern 

memang membantu, tetapi terkadang antrian yang panjang masih 

menjadi tantangan. Mungkin terdapat kebutuhan untuk 

meningkatkan kapasitas pelayanan agar bisa menangani lebih 

banyak orang secara efisien” (Wawancara bersama AAM Pada 25 

Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai infrastruktur 

Disdukcapil cukup mendukung dalam hal kenyamanan dan kecepatan. 

Sistem online dan peralatan modern memang membantu. 

Berikut wawancara penulis dengan AZ selaku Masyarakat terkait 

dengan infrastruktur dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
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“Saya mengapresiasi adanya layanan online dari Disdukcapil. Ini 

memudahkan saya untuk mengurus dokumen tanpa harus datang ke 

kantor. Namun, saya pernah mengalami kendala teknis yang 

membuat proses menjadi lambat. Saya berharap mereka terus 

meningkatkan sistem online agar lebih handal” (Wawancara 

Bersama AZ Pada 25 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai infrastruktur layanan 

online dari Disdukcapil Ini memudahkan saya untuk mengurus dokumen 

tanpa harus datang ke kantor. 

Berikut wawancara penulis dengan CH selaku Masyarakat terkait 

dengan infrastruktur dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Pengalaman saya cukup baik. Infrastruktur yang disediakan oleh 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam 

pelayanan publik berbasis E-government cukup memadai. Saya 

dapat mengakses layanan dengan mudah melalui internet” 

(Wawancara dengan CH pada 25 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai infrastruktur 

masyarakat sangat di mudahkan dengan adanya pelayanan berbasis e- 

government karna masyarakat tinggal mengakses melalui internet. 

Berikut wawancara penulis dengan SA selaku Masyarakat terkait 

dengan infrastruktur dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Kadangkadang saya mengalami kendala jaringan internet yang 

lambat, sehingga menghambat proses penggunaan layanan. 

Namun, hal ini lebih karena faktor eksternal dan bukan kesalahan 

dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar” (Wawancara dengan SA pada 25 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai infrastruktur 

masyarakat terkadang terkendala dengan jaringan internet yang kurang 

bagus yang membuat masyarakat sulit mengakses situs Dukcapil. 
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Berikut wawancara penulis dengan WA selaku Masyarakat terkait 

dengan infrastruktur dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Saya berharap pemerintah dapat terus meningkatkan 

infrastruktur jaringan internet di wilayah Kota Makassar agar 

lebih stabil dan cepat. Selain itu, perlu juga dilakukan 

pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur yang sudah ada agar 

tetap berfungsi dengan baik” (Wawancara dengan WA pada 25 

Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai infrastruktur 

masyarakat berharap adanya peningkatan jaringan yang bagus dan 

masyarakat berharap pemeliharaan rutin dalam hal infrastruktur yang ada di 

Dukcapil Kota Makassar. 

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait 

infrastruktur memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik. Sistem komputerisasi dan jaringan yang handal 

memungkinkan kami untuk memberikan layanan dengan cepat dan akurat. 

Selain itu, sarana fisik yang memadai juga menjadi faktor penting untuk 

mendukung proses operasional sehari hari. 

4. Aplikasi 

 

Ketersediaan layanan dan tingkat penerapan aplikasi umum dan khusus 

untuk layanan kepemerintahan dan public berkaitan dengan ketersediaan 

dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan E- 

government untuk memberikan layanan publik yang optimal serta birokrasi 

pemerintahan yang transparan. 
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Aplikasi meliputi sepulu indikator yaitu situs web (homepage), yang 

pertama terkait pelayanan publik, yang ke dua terkait fungsi administrasi 

dan manajemen umum, yang ke tiga terkait fungsi administrasi legislasi, 

yang ke empat terkait fungsi manajemen pembangunan, yang ke lima terkait 

fungsi manajemen keuangan, ke enam terkait fungsi manajemen 

kepegawaian, dokumentasi, inventarisasi aplikasi TIK, dan interoperabilitas 

aplikasi. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara 

ketersediaan dan tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana dengan tugas 

dan fungsi instansi. 

Dengan hal ini aplikasi mengenai Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Berikut wawancara 

penulis dengan MAS selaku Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Makassar terkait aplikasi Dalam Efektivitas Pelayanan 

Publik adalah sebagai berikut: 

“Aplikasi memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efektivitas 

pelayanan kami. Melalui aplikasi, masyarakat dapat mengakses 

informasi, mengajukan permohonan, dan melakukan pembaruan 

data tanpa harus datang ke kantor. Ini membantu mempercepat 

proses dan memudahkan akses bagi pengguna. Kami telah 

menerapkan aplikasi pendaftaran online untuk berbagai layanan, 

seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, 

dan lainnya. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat 

untuk melakukan proses administratif tanpa harus hadir secara fisik 

di kantor kami” (Wawancara bersama MAS Pada 26 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai aplikasi Melalui 

aplikasi, masyarakat dapat mengakses informasi, mengajukan permohonan, 

dan melakukan pembaruan data tanpa harus datang ke kantor. 
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Berikut wawancara penulis dengan AM selaku staf pelayanan terkait 

dengan Aplikasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Keamanan dan privasi data adalah prioritas utama kami. Kami 

mengimplementasikan protokol keamanan yang ketat dalam 

pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Selain itu, kami terus 

memperbarui sistem keamanan sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan ancaman keamanan yang mungkin muncul. Tingkat 

penerimaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi cukup baik. 

Banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya opsi 

pendaftaran online. Namun, tentu saja masih ada sebagian yang 

mungkin belum terbiasa dengan teknologi atau memiliki kendala 

akses, sehingga kami terus memberikan edukasi dan dukungan” 

(Wawancara bersama AM Pada 26 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai aplikasi Kami 

mengimplementasikan protokol keamanan yang ketat dalam pengembangan 

dan pemeliharaan aplikasi. 

Berikut wawancara penulis dengan MK selaku kepala sub bagian 

perencanaan dan pelaporan terkait dengan Aplikasi dalam Efektivitas 

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 

adalah sebagai berikut: 

“Ya, kami memiliki rencana pengembangan aplikasi ke depannya. 

Kami berupaya untuk meningkatkan fitur, antarmuka pengguna, 

dan kecepatan akses. Feedback dari pengguna sangat berharga, 

dan kami berusaha untuk terus memperbarui aplikasi kami agar 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat” (Wawancara 

bersama MK Pada 26 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai aplikasi Dukcapil 

Kota Makassar memiliki rencana pengembangan aplikasi yang dimana fitur 

yang lengkap, dan kecepatan akses. 
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Berikut wawancara penulis dengan AAM selaku oprator teknis terkait 

dengan Aplikasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Pengalaman saya cukup positif. Aplikasi mereka memudahkan 

saya untuk mengajukan permohonan KTP tanpa harus antri di 

kantor. Prosesnya relatif mudah, walaupun saya pernah mengalami 

beberapa kendala teknis yang cepat diatasi oleh tim dukungan 

teknis” (Wawancara Bersama AAM Pada 26 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai aplikasi masyarakat 

sangat mudah untuk kepengurusan ktp tanpa harus mengantri di Dukcapil 

Kota Makassar. 

Berikut wawancara penulis dengan AZ selaku masyarakat terkait 

dengan Aplikasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Aplikasi tersebut membantu saya menghemat waktu dan tenaga 

karena saya tidak perlu datang ke kantor fisik. Prosesnya lebih 

cepat, dan saya dapat memantau status pengurusan dokumen saya 

secara online. Ini jelas meningkatkan efisiensi dan kenyamanan 

bagi saya” (Wawancara bersama AZ Pada 26 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai aplikasi masyarakat 

di untungkan skali karna masyarakat tidak lagi untuk datang langsung ke 

kantor Dukcapil untuk kepengurusan data kependudukan, masyarakat 

tinggal mengakses situs yang di sediakan Dukcapil Kota Makassar. 

Berikut wawancara penulis dengan CH selaku masyarakat terkait 

dengan Aplikasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
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“Saya berharap pemerintah dapat terus memperbarui dan 

meningkatkan fitur-fitur dalam aplikasi tersebut agar lebih user- 

friendly dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik. 

Selain itu, sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi juga perlu 

ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang dapat 

memanfaatkannya” (Wawancara dengan CH pada 25 Januari 

2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai aplikasi masyarakat 

berharap pemerintah terus memperbaharui fitur dala website Dukcapil dan 

masyarakat berharap pemerintah setempat bisa ritun mengadakan sosialisasi 

mengenai website resmi Dukcapil Kota Makassar untuk supaya masyarakat 

lebih di mudahkan lagi dan memahami sistem dari website. 

Berikut wawancara penulis dengan SA selaku masyarakat terkait 

dengan Aplikasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Ya, aplikasi tersebut telah memberikan dampak positif bagi 

masyarakat. Proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien, 

serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui 

smartphone atau komputer” (Wawancara dengan SA pada 25 

Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai aplikasi masyarakat 

dapat memproses data kependudukannnya sendiri di rumah yang menjadi 

cepat dan efisien. 

Berikut wawancara penulis dengan WA selaku masyarakat terkait 

dengan Aplikasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Saya tidak mengalami kendala yang signifikan. Namun, kadang- 

kadang ada beberapa fitur yang belum optimal atau proses yang 

agak membingungkan” (Wawancara dengan WA pada 25 Januari 

2024). 
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Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai aplikasi masyarakat 

sedikit bingung dalam hal sistem fitur di dalam website resmi Dukcapil Kota 

Makassar. 

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait 

aplikasi Aplikasi memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efektivitas 

pelayanan. Melalui aplikasi, masyarakat dapat mengakses informasi, 

mengajukan permohonan, dan melakukan pembaruan data tanpa harus 

datang ke kantor. Ini membantu mempercepat proses dan memudahkan 

akses bagi pengguna 

5. Perencanaan 

 

Terkait mekanisme perencanaan serta kajian kebutuhan dan strategi 

penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peran penting 

dalam memastikan efektivitas implementasi E-government di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). 

perencanaan strategis membahas proses perumusan tujuan, kebijakan, 

dan strategi jangka panjang untuk mencapai visi dalam hal E-government, 

perencanaan strategis dapat membantu Disdukcapil untuk mengidentifikasi 

tujuan jangka panjang dan mengintegrasikan inisiatif E-government ke 

dalam rencana strategisnya. 

Membahas tentang tata kelola atau manajemen perencanaan TIK secara 

terpadu dan berkelanjutan. Ada 5 variabel meliputi pengorganisasian atau 

fungsi, sistem perencanaan, dokumentasi masterplan, dan pembiayaan. 
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Dengan hal ini perencanaan mengenai Efektivitas Pelayanan Publik di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Berikut wawancara 

penulis dengan MAS selaku Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Makassar terkait perencanaan Dalam Efektivitas 

Pelayanan Publik adalah sebagai berikut: 

“Kami telah merancang strategi jangka panjang yang mencakup 

pengembangan teknologi informasi, peningkatan kualitas staf 

melalui pelatihan, dan penguatan kera sama dengan pihak 

eksternal. Rencana ini untuk memastikan keberlanjutan dan 

peningkatan berkelanjutan dalam pelayanan kami. Implementasi 

perencanaan dilakukan melalui pengelolaan yang baik dan 

pembagian tugas yang jelas. Kami melakukan kordinasi intensif 

antara tim dan bagian untuk memastikan setiap langkah sesuai 

dengan perencanaan. Evaluasi yang rutin di lakukan untuk 

mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi segera 

mungkin” (Wawancara bersama MAS Pada 26 Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai perencanaan Kami 

telah merancang strategi jangka panjang yang mencakup pengembangan 

teknologi informasi, peningkatan kualitas staf melalui pelatihan, dan 

penguatan kera sama dengan pihak eksternal. 

Berikut wawancara penulis dengan AM selaku staf pelayanan terkait 

dengan perencanaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Partisipasi masyarakat penting bagi kami. Kami mengadakan 

pertemuan terbuka, survei kepuasan masyarakat, dan forum diskusi 

untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Input 

dari masyarakat menjadi dasar penting dalam perencanaan kami 

untuk memastikan bahwa pelayanan yang disediakan sesuai dengan 

harapan masyarakat” (Wawancara bersama AM Pada 26 Januari 

2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai perencanaan 

Dukcapil mengadakan pertemuan terbuka kepada masyarakat untuk survei 
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kepuasan masyarakat dan forum diskusi untuk mendengarkan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat. 

Berikut wawancara penulis dengan MK selaku kepala sub bagian 

perencanaan dan pelaporan terkait dengan perencanaan dalam Efektivitas 

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 

adalah sebagai berikut: 

“Kami memiliki tim yang fokus memantau perkembangan 

kebijakan, teknologi, dan tren kependudukan. Dengan demikian, 

kami dapat dengan cepat merespon perubahan dan tantangan yang 

muncul. Perencanaan kami dirancang dengan fleksibel untuk 

mengakomodasi perubahan” (Wawancara bersama MK Pada 26 

Januari 2024). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai perencanaan 

pelayanan publik memiliki tim khusus yang fokus memantau perkembangan 

kebijakan, teknologi dan tren kependudukan. 

Berikut wawancara penulis dengan AAM selaku oprator teknis terkait 

dengan perencanaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Saya sebagai masyarakat sangat puas saya juga melihat ada 

perencanaan yang baik dalam meningkatkan pelayanan. Beberapa 

inovasi, seperti penerapan layanan online, menunjukkan bahwa 

mereka memperhatikan kebutuhan masyarakat dan merencanakan 

solusi yang lebih efisien” (Wawancara bersama AAM Pada 26 

Januari 2024). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai perencanaan 

masyarakat sangat mendukung perencanaan dalam hal pelayanan publik 

yang efektif. 
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Berikut wawancara penulis dengan AZ selaku masyarakat terkait 

dengan perencanaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Secara umum saya rasa perencanaan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil cukup mengakomodasi kebutuhan masyarakat 

namun masih ada beberapa aspek yang perlu di tingkatkan terutama 

terkait dengan edukasi masyarakat mengenai layanan yang tersedia 

dan perubahan kebijakan” (Wawancara bersama AZ Pada 26 

Januari 2024). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai perencanaan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup mengakomodasi kebutuhan 

masyarakat namun masih ada beberapa aspek yang perlu di tingkatkan. 

Berikut wawancara penulis dengan CH selaku masyarakat terkait 

dengan perencanaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Menurut saya, perencanaan dalam Pelayanan Publik berbasis E- 

government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar sudah cukup baik. Mereka telah melakukan perencanaan 

yang matang dalam pengembangan sistem pelayanan online” 

(Wawancara dengan CH pada 25 Januari 2024). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai perencanaan 

masyarakat menanggapi perencanaan pemerintah mengenai sistem 

Dukcapil sangat baik. 

Berikut wawancara penulis dengan SA selaku masyarakat terkait 

dengan perencanaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Ya, perencanaan tersebut telah memberikan dampak positif bagi 

masyarakat. Dengan adanya sistem pelayanan online, masyarakat 

dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat tanpa 

harus mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil” (Wawancara dengan SA pada 25 Januari 2024). 
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Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai perencanaan 

masyarakat bisa merasakan dampak positif dengan adanya sistem pelayanan 

online. 

Berikut wawancara penulis dengan WA selaku masyarakat terkait 

dengan perencanaan dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

“Salah satu tantangan yang saya lihat adalah dalam hal 

pemeliharaan dan pengembangan sistem. Perlu adanya 

perencanaan jangka panjang untuk memastikan sistem tetap dapat 

berjalan dengan baik dan dapat diupdate sesuai kebutuhan” 

(Wawancara dengan WA pada 25 Januari 2024). 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai perencanaan 

masyarakat melihat sebagai tantangan pemerintah untuk terus 

mengembangkan sistem yang ada sekarang, dan perlu adanya perencanaan 

jangka panjang untuk supaya semua masyarakat mengetahui sistem yang 

terapkan pada situs website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar. 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas mengenai perencanaan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup mengakomodasi kebutuhan 

masyarakat namun masih ada beberapa aspek yang perlu di tingkatkan. 

Beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terkait 

Perencanaan strategi jangka panjang yang mencakup pengembangan 

teknologi informasi, peningkatan kualitas staf melalui pelatihan, dan 

penguatan kera sama dengan pihak eksternal. Rencana ini untuk 

memastikan keberlanjutan dan peningkatan berkelanjutan dalam pelayanan 

kami.
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C. Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait Interoperabilitas E- 

government Dalam Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Makassar menggunakan lima (5) indikator teori 

(Hernikawati,D. Sensuse, D. I. 2016) yaitu: 

1. Kebijakan 

 

Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas dan efisien 

pelayanan publik yang di sediakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil Kota Makassar. Hal ini dapat di capai dengan memperbaiki proses 

administrasi, meningkatkan aksesibilitas layanan, dan memastikan 

kepuasan pengguna. Integrasi teknologi informasi untuk mempercepat 

proses pendaftaran dan pengelolaan data kependudukan. Pelatihan terhadap 

petugas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam 

memberikan pelayanan yang rama dan efisien. Membuka lebih banyak 

lokasi layanan, memperpanjang jam layanan, dan mengimplementasikan 

layanan daring untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Di 

perlukan mekanisme evaluasi dan pemantauan secara berkala untuk menilai 

efektivitas kebijakan. Pengumpulan umpan balik dari pengguna layanan 

serta analisis data kinerja dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan 

penyesuaian kebijakan. Terbatasnya anggaran dan tenaga kerja dapat 

menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang memerlukan 

investasi teknologi dan pelatihan. Tingkat pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat tentang prosedur administrasi dan layanan yang tersedia dapat 
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mempengaruhi efektivitas pelayanan. Mengurangi waktu dan biaya yang di 

perlukan untuk proses administrasi kependudukan. Memberikan pelayanan 

yang lebih cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat. Memastikan 

integritas data kependudukan yang lebih baiik, yang penting untuk 

perencanaan dan kebijakan. Regulasi Terbaru terkait indikator  kebijakan 

dalam hal ini yaitu: 

1. Peningkatan pelayanan dan ketertibanadministrasi Kependudukan 

2. Melayani pelayanan pendaftaran penduduk yang belum memiliki KTP 

el, dengan menyasar ke sekolah sekolah, penduduk rentan dan ke lokasi-

lokasi yang dianggap capaian kepeilikan KTP masih kurang dan 

Peningkatan Penerbitan Dokumen Kependudukan danIdentitas Anak 

3. Melakukan pelayanan langsung akte kelahiran. 

4. Melakukan pendataan bagi pasangan yang berakte nikah/kerjasama 

dengan KUA di Makassar. 

5. Menyiapkan data base kependudukan dengan membuat profil dan Buku 

Agregat setiap tahunnya. 

6. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur (SDM) untuk pelayanan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

7. Mengadakan hubungan kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan8. 

Peningkatan Pengelolaan Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan 

(SIAK). 
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Kebijakan E-government diatur dalam berbagai peraturan perundang- 

undangan yang bersifat nasional. Kebijakan E-government di Kota 

Makassar mencakup berbagai tingkatan, yaitu nasional, provinsi, dan kota. 

Secara umum, kebijakan E-government di Kota Makassar didasarkan pada 

kebijakan nasional yang mengatur pengembangan pelayanan publik 

berbasis teknologi informasi. Beberapa kebijakan nasional yang menjadi 

landasan bagi kebijakan E-government di Kota Makassar telah disebutkan 

sebelumnya, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan 

tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat 

indikatif. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi yaitu 

Peningkatan pelayanan dan ketertiban administrasi Kependudukan, 

Melayani pelayanan pendaftaran penduduk yang belum memiliki KTP el, 

dengan menyasar ke sekolah sekolah, penduduk rentan dan ke lokasi lokasi 

yang dianggap capaian kepeilikan KTP masih kurang dan Peningkatan 
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Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Anak, Melakukan 

pelayanan langsung akte kelahiran, Melakukan pendataan bagi pasangan 

yang berakte nikah/kerjasama dengan KUA di makassar, Menyiapkan data 

base kependudukan dengan membuat profil dan Buku Agregat setiap 

tahunnya, Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur (SDM) untuk 

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Mengadakan 

hubungan kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, Peningkatan 

Pengelolaan Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK). 

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki peran 

dalam pengembangan E-government di Kota Makassar, terutama dalam 

koordinasi dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara 

provinsi dan kota/kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan. 

2. Kelembagaan 

 

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota makassar memiliki peran 

utama dalam menyediakan layanan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat. Fungsi utamanya meliputi pendaftaran pendidikan, pencatatan 

peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. 

Serta penerbitan dokumen kependudukan. Meskipun pentingnya 

kelembagaan dalam meningkatkan efektifitas pelayanan publik di dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil Kota makassar, masih ada beberapa 

tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, tidak 

sesuaian regulasi, dan tingkat kepatuhan petugas. Untuk mengatasi 

tantangan ini, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, termasuk 



83 
 

 

 

 

 

 

 

peningkatan investasi dalam SDM, penyempurnaan kebbijakan internal, 

dan peningkatan kerjasama lintas sektor. 

Penanggung jawab E-government di Kota Makassar adalah Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Mereka bertanggung jawab 

atas pengembangan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi 

dalam pelayanan publik di Kota Makassar, termasuk pengembangan E-

government. Pemangku jabatan E-government di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar biasanya adalah pejabat yang 

bertanggung jawab langsung atas pengembangan dan implementasi 

kebijakan E-government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Makassar. 

Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. 

dengan tingkat lokal maupun nasional dapat mencakup berbagai bidang, 

termasuk pelayanan publik, pengembangan teknologi informasi, dan 

pertukaran data. kerjasama yaitu kerjasama dengan pemerintah Daerah   

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dapat bekerja 

sama dengan pemerintah daerah lain untuk pertukaran data kependudukan, 

koordinasi pelayanan publik, atau pengembangan teknologi informasi yang 

mendukung administrasi kependudukan. Kerjasama dengan Instansi Pusat 

Dukcapil Kota Makassar juga dapat bekerja sama dengan instansi 

pemerintah pusat terkait kependudukan, seperti Kementerian Dalam Negeri 

atau Badan Nasional Pencatatan Sipil, untuk berbagai program dan kegiatan 

terkait administrasi kependudukan. Kerjasama Internasional Dinas 

Kepndudukan Dan Pencattan Sipil Kota  Kota Makassar juga memiliki 

kerjasama 
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dengan pemerintah atau lembaga internasional terkait administrasi 

kependudukan, seperti pertukaran informasi atau kerjasama teknis dalam 

pengembangan sistem informasi kependudukan. Kerjasama ini penting 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kependudukan serta 

memperkuat koordinasi antara berbagai instansi terkait kependudukan di 

tingkat lokal maupun nasional. 

Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan berbagai 

instansi terkait di tingkat lokal maupun nasional untuk memastikan integrasi 

data yang efektif dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Instansi 

yang umumnya berpotensi untuk berkerjasama dengan Dinas Kpendudukan 

dan Penctatan Sipil antara lain: 

a. Untuk layanan kesehatan Integrasi dengan sistem informasi kesehatan 

untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan yang lebih baik, termasuk 

pemantauan kesehatan masyarakat, program vaksinasi, dan manajemen 

data kesehatan individu. 

b. Untuk layanan pendidikan Pendidikan Integrasi data kependudukan 

dalam pelayanan pendidikan, seperti pendaftaran sekolah, penyaluran 

bantuan pendidikan. 

c. Untuk layanan perizinan dan ketenagakerjaan Integrasi dengan sistem 

perizinan dan ketenagakerjaan untuk mempermudah pengurusan 

perizinan usaha dan pengawasan ketenagakerjaan. 

d. Untuk layanan pajak Integrasi dengan layanan perpajakan untuk 

memastikan bahwa data kependudukan dan data pajak terintegrasi, 

sehingga mempermudah proses penerbitan NPWP (Nomor Pokok 
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Wajib Pajak) dan penyaluran berbagai program pemerintah yang 

berhubungan dengan pajak. 

e. Untuk layanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) 

Integrasi dengan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat untuk 

mendukung pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. 

Integrasi ini akan membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Makassar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta 

mempercepat berbagai proses administrasi yang memerlukan data 

kependudukan. 

3. Infrastruktur 

 

Infrastruktur utama dalam efektivitas pelayanan publik di dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kota makassar penyediaan layanan 

daring atau online merupakan bagian penting dari infrastruktur pelayanan 

publik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota makassar. Melalui 

portal resmi dan aplikasi seluler, masyarakat dapat melakukan berbagai 

transaksi administrasi kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran, 

pernikahan, atau kematian secara online tanpa harus datang langsung ke 

kantor dukcapil. Pusat layanan terpadu infrastruktur fisik yang 

memungkinkan penyediaan layanan publik yang terintegrasi dari berbagai 

instansi pemerintah. Dalam konteks dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil kota makassar.infrastruktur fisik yang mencakup ketersediaan kantor 

layanan yang mmudah diakses oleh masyarakat juga merupakan bagian 

penting dari efektivitas pelayanan publik. Kantor dinas di berbagai wilayah 

memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang mudah untuk 
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mendapatkan layanan administrasi kependudukan tanpa harus melakukan 

perjalanan jauh. 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar memiliki 

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) atau lokasi layanan lainnya di berbagai 

wilayah di Kota Makassar. Kantor atau pusat layanan ini bertujuan untuk 

memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat 

secara langsung. 

4. Aplikasi 

 

Aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa status 

permohonan mereka secara online merupakan sarana yang sangat berguna 

pada masyarakat. Dengan aplikasi pengguna dapat memantau kemajuan 

permohonan mereka tanpa harus mengunjungi kantor dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil kota makassar secara langsung, sehingga meningkatkan 

transparansi dan kepuasan pengguna. Aplikasi informasi kependudukan 

menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi 

terkait kependudukan seperti prosedur pendaftaran, persyaratan dokumen, 

dan informasi statistik penduduk. Dengan adanya aplikasi kependudukan 

masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan teknis tanpa harus 

bertanya lngsung ke petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota 

makassar. 

Salah satu Aplikasi yang di gunakan yaitu Aplikasi IKD (Indentitas 

Kependudukan Digital) Identitas Kependudukan Digital adalah informasi 

elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen 
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kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui 

smartphone.dalam Aplikasi Identitas Kependudukan Digitalterdapat 

pelayanan KK, KTP, NPWP, Vaksin, Kartu ASN, BPJS. 

Aplikasi khusus akta kelahiran tersebut dirancang untuk memudahkan 

masyarakat dalam mengajukan permohonan dan memperoleh informasi 

terkait akta kelahiran secara online. Aplikasi semacam itu dapat 

memberikan akses lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk 

mendapatkan dokumen yang diperlukan, dengan mengakses website 

http://www. dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline. 

Adapun Langkah langkah dalam penggunaan aplikasi Aplikasi IKD 

(Indentitas Kependudukan Digital) sebagai aplikasi pelayanan publik, 

sebagai berikut: 

a. Mengunduh aplikasi Aplikasi IKD (Indentitas Kependudukan Digital) 

di mesin pencarian google play store. 

Gambar 4.6 

Penggunaan Aplikasi IKD 
 

Sumber: https://dukcapil.makassarkota.go.id/ 

http://www/
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b. Tampilan utama aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) terdiri 

dari Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Identitias 

Kepndudukan Digital dimana terdapat beberapa syarat dan Ketentuan 

sebelum menggunakan layanan. 

c. Membuat akun pada apilikasi Aplikasi IKD (Indentitas Kependudukan 

Digital) dengan mengisi email, username, Nik, password, dan No 

Handphone Kemudian melakukan registrasi. 

Gambar 4.7 

Penggunaan Aplikasi IKD 

Sumber: https://dukcapil.makassarkota.go.id/ 

 

 

d. Login dapat dilakukan dengan memasukan username/email no. 

handphone dan password atau melalui facebook atau twiteer yang telah 

terhubung dengan aplikasi aplikasi Aplikasi IKD (Indentitas 

Kependudukan Digital). 
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e. Langkah Selanjutnya Melakukan Verifikasi Wajah Sebagai Langkah 

Keamanan. 

Gambar 4.8 

Penggunaan Aplikasi IKD 

 

 

Sumber: https://dukcapil.makassarkota.go.id/ 
 

f. Setelah Pendaftaran di Hp Selesai, Kunjungi petugas operator di Dinas 

Kependudukan dan catatan sipil setempat untuk mendapatkan daan 

melakukan pemindahan scan kode QR. 

g. Periksa E-mail yang telah di daftarkan untuk menerima 6 digit pin guna 

aktivasi KTP di gital di aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital). 

h. Masukan kode aktvitasi atau pin tersebut dan Masuk kembali ke 

aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital). 

i. KTP digital anda telah berhasil di buat. 
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Gambar 4.9 
 

Sumber: https://dukcapil.makassarkota.go.id/ 
 

5. Perencanaan 

 

Perencanaan efektif dimulai dengan penyusunan visi dan misi yang jelas 

bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar. Visi yanng 

kuat dan misi yang terarah akan menjadi landasan bagi perencanaan strategi 

yang berkelanjutan. Perencanaan yang baik melibatkan identifikasi 

kebutuhan masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan. Ini 

dapaat di lakukan melalui survei, konsultasi publik, dan analisis data untuk 

memastikan bahwa layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Permasalahan kependudukan yang kompleks seperti 

urbanisasi, migrasi, dan ketidaksetaraan akses pelayanan juga dapat 

menjadi tantangan dalam perencanaan pelayanan publik. Diperlukan 

pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan 

melalu perencanaan yang terkordinasi dan kolaborasi dengan instansi 

terkait. 
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Pemeringkatan e-government telah dilaksanakan sejak tahun 2007 yang 

mencakup pemeringkatan tingkat departemen, propinsi dan 

kabupaten/kota.Rencana Strategis (Renstra) Perengkat daerah dalam lima 

tahun(2021-2016) Dinas Kepndudukan dan Pencatatan sipil kota makassar 

memili target rencana lima tahun kedepan yang bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksana tugas dan fungsi 

pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 

b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan 

sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan 

berhasil guna. 

c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas,praksara dan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan. 

d. Mengoptimalkan pelaksana sistem informasi administrasi 

kependudukan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. 

e. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efesien melalui 

monitoring dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi di Dinas 

Kependukan dan Pencatatan sipil dalam upaya peningkatan efektifitas 

sistem pelayanan publik pada bidang kependudukan dan pencattaan 

sipil. 

Target Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam 

pengembangan e-government antara lain adalah meningkatkan efisiensi 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam proses administrasi 

kependudukan. Salah satu target 
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utamanya adalah untuk mempercepat proses pelayanan administrasi 

kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, dan dokumen kependudukan 

lainnya. e-government juga diharapkan dapat memudahkan akses 

masyarakat terhadap informasi kependudukan dan mengurangi 

kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kekurangan data. 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Interoperabilitas E-government Dalam 

Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Makassar maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan Secara umum prosedur 

pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar 

sudah cukup baik dilihat dari segi kebijakan pelayanan dan alur pelayanan 

sudah jelas berjalan sesuai dengan mekanisme pelayanan yang ada. 

Persyaratan administrasi yang dibutuhkan diinformasikan dengan jelas 

kepada masyarakat sehingga dapat memberikan kefektifan dalam proses 

pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Namun 

masih kurang maksimal dalam hal penerbitan e-KTP dan masyarakat masih 

di arahkan ke kantor untuk melengkapi data kependudukan secara manual 

atau datang langsung ke Kantor Dinas Kpendudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kota Makassar. 

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kelembagaan pengaturan struktur 

organisasi yang jelas dan efisien akan memastikan bahwa tugas dan 

tanggung jawab setiap bagian atau unit dapat di jalankan dengan baik. Hal 

ini akan mendukung koordinasi yang baik antara bagian dan meningkatkan 

efektivitas operasional secara keseluruhan. 
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3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai infrastruktur adopsi sistem informasi 

kependudukan yang terintegrasi memungkinkan akses yang cepat dan akurat 

terhadap data kependudukan, meningkatkan efisiensi dalam proses 

pendaftaran dan pengelolaan dokumen kependudukan. Hal ini tidak hanya 

akan meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga memperkuat legitimasi 

dan kredibilitas institusi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. 

4. Berdasarkan hasil penelitian mengenai aplikasi memungkinkan masyarakat 

untuk mengakses layanan pelayanan publik kapan pun dan dimana pun 

melalui perangkat seluler atau komputer, meningkatkan kenyamanan dan 

aksesibilitas bagi masyarakat Kota Makassar. Kantor Dinas Pencatatan Sipil 

Kota Makassar dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang di 

berikan kepada masyarakat. 

5. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perencanaan penyusunan visi dan 

misi yang jelas akan memberikan arah yang tepat dalam perencanaan 

pelayanan publik di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar. Visi 

yang kuat akan menjadi landasan bagi perencanaan strategi yang terarah. 

B. Saran 

 

Dengan memperhatikan kesimpulan maka Penulis perlu untuk 

menambahkan informasi berikut setelah mempertimbangkan dan menganalisa 

kesimpulan yang dinyatakan di atas dan hasil diskusi pada bab sebelumnya 

maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut. 



94 
 

 

 

 

 

 

 

1.  Demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam pelayanan 

perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), sebaiknya pegawai 

memperhatikan kerapihan penampilan dalam hal ini menggunakan seragam 

yang telah ditentukan dalam proses pelayanan. 

2. Demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam pelayanan 

perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dalam hal penerbitan 

e-KTP sebaiknya pegawai memberikan jaminan waktu yang konsisten 

kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa kecewa karena waktu 

penerbitan e-KTP yang cukup lama. 

3. Demi kelancaran pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e- 

KTP), sebaiknya tata ruang dalam pelayanan bisa lebih dimaksimalkan. 

4. Dalam memberikan pelayanan penulis menyarankan agar pegawai bisa 

lebih meningkatkan sikap baik dan peduli terhadap masyarakat agar 

komunikasi yang baik antara pegawai dan masyarakat dapat terjalin dengan 

baik. 
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Gambar Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Makassar. (Muh. Ahdhar Saleh,Spd. M.Si) 
 

Gambar Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Pelaporan (Mukiati ,SE,M.AP ) 
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Gambar Wawancara dengan Ade Zulkarnain  Selaku Masyarakat Pengguna 

Layanan. 
 

Gambar Wawancara dengan Operator Teknis E-govermennt 

(Andi Aita Masyita S.Sos ) 
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Gambar Wawancara dengan Staff Pelayanan Kepndudukan Dan Catatan 

Sipil Kota Makassar. (Ahmad Maldi  S.Kom) 
 

Gambar Wawancara dengan Siti Azizah selaku masyarakat pengguna 

layananan
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Gambar Wawancara Citra Hanifa selaku masyarakat pengguna 

layananan
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Gambar Ruangan Fasilitas Pelayanan Yang Ada di Dinas  Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Makassar 

 

 

 

                  
               Ruang Khusus Laktasi dan layanan                                 Ruang Khusus Perekaman E-KTP 

                       Perkawinan 
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Ruangan Khusus Layanan Pengaduan                Pelayanan Mesin Anjungan Dukcapil                 

 

 

 
 

Aktifvitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar 
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